
MENTER! DALAM NEGERI 

REPUBLE( INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERJ DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan 

bagian program pemerintah pusat untuk per:.yediaan 

pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang 

bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; 

b. bahwa dana bantuan operasional sekolah sebaga: bagian 

dana transfer ke daerah pada pemerintah provins~ perlu 

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan 

dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari 

pengelolaan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Kegeri tentang Pengelolaan D3.na Bantuan 

Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nega.ra Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Ke:nenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Un.dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar:. Kedua 

at2.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Re:)ublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara R.epublik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERA':':'URAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG 

PENG~LOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalan:. Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. D2.11a Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpe:=-sonalia 

bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus 
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da.-ri satuan pendidikan menengah yang bersumber dari 

dana alokasi khusus nonfisik. 

2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, 

peiaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, 

pe1aporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan 

pengawasan Dana BOS. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/ atau 

wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Sa-::uan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

ba:.-2.ng, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

5. Sa-:::uan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d:.singkat 

SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan/ atau 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pendidikan 

pada Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota. 

6. Sa:uan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah 

keiompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal terdiri dari Satuan 

Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan 

Sa;::uan Pendidikan Khusus. 

7. Sa-::uan Pendidikan Dasar 

Sa-::dikdas adalah JenJang 

yang selanjutnya disebut 

pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada Satdik be:-bentuk 

sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta 

menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satdik 

ya::1.g berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk 

lain yang sederajat. 

8. Sac::uan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut 

Sa:dikrnen adalah JenJang pendidikan pad2. jalur 

pendidikan formal yang merupakan lanjucan pendidikan 

dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah 

menengah kejuruan, dan ar.mJ bentuk lain yang sederaj&t. 



- 4 -

9. Sm:uan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut 

Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istmewa. 

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang 

diselanjutnya disingkat RKAS Dana BOS adalah dokumen 

pe:rencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Dae:-ah yang selanjutnya disingkat R.KA-SKPD adalah 

doi<:umen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 

diperlukan untuk melaksanakannya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

sela::1.jut.nya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas d.an disetujui 

bernama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan dc.erah. 

13. Pe:raturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

ya::1.g disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan 

Pere.a kabupaten/kota. 

14. Pe:raturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Pe:rkad.a adalah peratura.n gubernur dan peraturan 

bu.pati/wali kota. 

15. Pe_}abat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas mel2.ksanakan pengelolaan . APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

16. Pe!lgguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

peJabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

17. Benda.hara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak daiam kapasitas sebagai 

BCD. 
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18. Kc.asa Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diber~ kuasa 

untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

19. PeJabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

21. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang 

selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS 

ya:1g ditunjuk menerima, meny1mpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja Dana BOS pada Satdik. 

22. Dckumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

do!'Cumen yang memuat pendapatan dan belanj2. setiap 

SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh PA. 

23. Na-skah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang 

be:rsumber dari Dana BOS antara Pemerintah Daerah 

dengan pe:i.:.erima hibah. 

24. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang rnasuk ke 

Re±<:ening Satdik. 

25. Su.rat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya 

disjngkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oieh 

BCD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan 

tr2.nsfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah. 

26. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya 
' 

disingkat SP2H adalah dok:umen yang diterbitkan oleh 

BCD untuk. mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah 

ya:1.g tidak melalui rekening kas umum daerah. 

27. Strrat Pengesahan Belanja Hi bah Dana BOS yang 

selanjutnya disebut SPB Hibah Dana BOS adalah 
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do±<:urnen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan 

mengesahkan belanja hibah Dana BOS yang tidak melalui 

rekening kas umum daerah. 

28. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya 

disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA 

untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja 

pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah 

tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan 

menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanj2.. 

29. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk 

mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui 

rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B. 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang 

selanjutnya disebut SiLPA. adalah selisih lebib realisasi 

peYierimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

per:iJde anggaran. 

31. Pe:::unjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang selanjutnya 

disebut Juknis Dana BOS adalah pedoman penggunaan 

da.71 pelaksanaan Dana BOS yang ditetapkan oleh 

Kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan. 

32. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut 

Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh 

Ke:menterian yang menangani urusan di bidang 

per1didikan yang memuat data Satdik, peserta didik, 

peYididik dan tenaga kependidikan, dan substa11si 

pendidikan yang datanya bersumber dari Satdik yang 

terus menerus diperbaharui secara online. 

33. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat 

Sf\-P adalah kriteria minimal tentang sistem pend.idikan di 

seluruh wilayah hukurr: Nega:ra Kesatuan R;:;publik 

Indonesia. 

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemei:intahan di bidang pemerintahan dalar.n neger_. 

35. I-L.ri adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

Pengeiolaan Dana BOS meliputi: 

a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan S2.tdiksus 

negeri pada. APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada 

APBD kabupaten/kota; dan 

b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Ss.tdiksus 

swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi. 

BAB II 

PEl\"ERIMA DAN JUMLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH SETIAP SATUAN PENDIDIKAN 

Pasal 3 

( 1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik 

berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan 

berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

(2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik seba§;aimana 

di□aksud pada ayat (1) menjadi dasar perencans.an dan 

penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik. 

(3) Ddam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap 

Sa:dik se bagaimana dimaksud pada ayat (l) belum 

ditetapkan sampa1 jadwal penyampaian rancangan 

ke·sijakan umum anggaran dan plafon. anggaran 

sementara, penyusunan perencanaan clan penganggaran 

dic.asarkan pada alokasi penyaluran tahun 2.nggaran 

sebelurni-1ya. 

Pasal 4 

(1) Perencanaan dan penganggaran Dana BOS seti2r Satdik 
. . . 

sebagairnana dimaksud dala:m Pasal 3 a.yat (2) pada APBD 

provinsi yaitu: 

a. dalam bentuk program dan kegiatan b2.gi Satdiki:nen 

negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh 

provins1.; dan 

b. dalam benn:i.k hibal: bagi Satdikmen swasta dan 

Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh 
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masyarakat serta Satdikdas negeri yang 

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 

Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang 

bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan 

da~am belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun 

belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 

hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, dan rincian 

ob;ek hibah Dana BOS ke Satdik 

(4) Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diuraikan berdasarkan: 

a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swa.sta pada provinsi: 

dan 

b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada 

kabupaten/kota. 

(5) Hibah seba.gaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan 

!..;::etentuan peraturan perundang-undangan yang :nenjadi 

dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD. 

(6) Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD sebagaimana 

di□aksud pada ayat (3) termasuk: 

a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah :5ecara 

tertulis kepada kepala daerah; 

b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas 

negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan 

c. penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, 

Satdiksus swasta., Satdikdas negeri dan S2.tdikdas 

swasta, tanpa menunggu penandatanganan NPHD. 

Pasal5 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .;1yat (2) 

dituangkan dafa_m NPHD yang ditandatar.:.gani: 
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a. kepals SKPD provinsi atas nama gubernur dengan 

kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang 

diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima 

hibah; dan 

b. kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan 

kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali 

kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala 

Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh 

masyarakat selaku penerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e tata cam_ penyaluran hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, di.sesuaikan 

dengan besaran Dana BOS pada daft0-r penerima dan 

ju::.nlah Dana BOS pada Satdik berdasarkan pa.da 

keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan 

di -~Jidang pendidikan. 

(4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) had 

setelah penetapan Perda tentang APBD. 

(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

ter::.:antum dalam Lampiran yang merupakan bagi2.r1 tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB III 

PENGELOLA KEUANGAN DANA BANTUAN OPERAS=ONAL 

SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, SATUAN 

PENDIDIKAN KHUSUS DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR 

Bagian Pertama 

Pengeiola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada 

Satuan Pendidikan Menengah Negeri, Satuan Pendidikan 

Khusus Negeri dan Satuan Pendidikan Dasar Negeri 

Pasal 6 

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan 

Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri. 

(2) Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan penge1olaan 

keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan 

Dana BOS setiap Satdikdas negeri. 

(3) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen 

negeri, Satdiksus negen, dan Satdikdas negen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri 

at2.s: 

a. PPKD selaku BUD; 

b. PA; 

c. Benda.hara Pengeluaran SKPD; 

d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan 

e. · Benda.hara Dana BOS. 

(4) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap 

ta.li.un bersamaan dengan pen.eta pan PPKD. 

(5) Dalam hal tidak terdapat perubaban pejabat pengelola 

keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS 

tahun anggaran yang lalu masih teta.p oerlaku. 

P2.sal 7 

(1) PP::<:D selaku BUD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 

ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang: 
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a. mengesahkan DPA SKPD; 

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah; 

d. melakukan pengesahan belanja Dana BOS; dan 

e. melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan 

belan-a Dana BOS. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan e, BUD 

d2.:;Jat mendelegasikan kepada Kuasa BUD. 

Pasal 8 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huru: b, 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS; 

b. menyu.sun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS 

Dana BOS; 

c. menyusun DPA-SKPD; 

d. menetapkan PPK-SKPD; 

e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari 

Dana BOS; 

f. mengelola utang dan piutang yang bersumber dari 

Dana BOS; 

g. menandatangani dan menyampaikan SP2B Dana BOS; 

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana 

BOS SKPD, yang merupakan bagian laporan keuangan 

SKPD; dan 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 

di□aksud pada ayat ( 1) huruf a, PA mendelegasikan 

kepada pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen 

dan Satdiksus pada SKPD provinsi atau Satdikdas pada 

SKPD kabupaten/kota. 

Pasal 9 

( 1) PA. dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat {l} turuf d, 
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menetapkan PPK-SKPD sebagai pejabat penatausahaan 

keuangan Dana BOS. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja 

Dana BOS; 

b. menyiapkan SP2B Dana BOS; 

c. melaksanakan akuntansi SKPD; dan 

d. menyusun rekapitulasi laporan penerimaan dan 

belanja Dana BOS; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

Pasal 10 

Bend.ahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan wewenang: 

a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan 

belanja Dana BOS; 

b. meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaba::1 Dana 

BCS dan/ atau sisa Dana BOS; 

c. melakukan rekonsiliasi atas: 

l) penerimaan dan belanja Dana BOS; dan 

2i sisa Dana BOS, 

dari masing-masing Satdikmen negen, Satdiksus negen, 

dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya; dan 

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara 

administratif kepada PA dan laporan pertanggung:awaban 

secara fungsional kepada BUD secara periodik. 

Pasal 11 

(1) Penanggung Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dijabat oleh kepala 

Sa-::dikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri 

sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Penanggung Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul 

Kepala SKPD melalui PPKD. 
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(3) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab: 

a. meny .1sun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala 

SKPD; 

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja Dana BOS; 

c. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen 

neger:., Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri yang 

dipimpinnya; 

d. melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran Dana BOS; 

e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan 

pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS yang telah 

ditetapkan; 

f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan 

belan:a Dana BOS; 

g. memeriksa dan menandatangani laporan penenmaan 

dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS 

setiap bulan; 

h. rnela:r:orkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap 

semester kepada PA melalui PPK-SKPD; 

1 
.L. mela:r:orkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana 

BOS setiap tahap penyaluran; 

J. mena:1.datangani surat pernyataan tanggung jawab 

mutlak Dana BOS; 

k. menandatangani rekapitulasi pembelian barar:.g milik 

daera:i dari Dana BOS; 

1. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS 

kepada PA melalui PPK-SKPD; 

m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS 

berdasarkan persetujuan komite sekolah; 

n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang 

menjadi tanggungjawabnya; dan 

o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ke:entuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Ke?ala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas 

negerl se·:mgaimana dimaksud pada ayat (1) bert2.nggung 



- 14 -

jawab secara formal dan material atas belanja Da_""la BOS 

yang dikelolanya. 

Pasal 12 

(1) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 

6 2.yat (3) huruf e berasal dari tenaga keper:didikan 

nonguru yang berasal dari PNS. 

(2) Dalam hal tenaga kependidikan nonguru sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) tidak tersedia, ditunjuk dari 

tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS. 

(3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur, bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD 

melalui PPKD selaku BUD. 

(4) Dalam hal pada Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan 

Satdikdas negeri tidak terdapat tenaga keper:didikar.. 

11onguru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau tidak terdapat tenaga keper_didikan 

guru yang berasal dari PNS sebagaimana dimakst:.d pada 

aya1 (2), gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya menugaskan kepala Satdikmen negen, 

Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri merangkap sebagai 

Bendahara Dana BOS. 

(5) Fo:-mat keputusan kepala daerah tentang penga:1gkatan 

Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam Lampiran yang meiupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasai 13 

Bendahara Dana BOS sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. rnenerima dan menyimpan uang penyaluran. Dana BOS; 

b. menerima cian menyimpan bukti penys.luran Dana BOS; 

c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku 

kas umum dan kas pembantu; 

d. membayar- belanja dari Dana BOS; 
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e. menenma dan meny1111pan bukti pertanggungjawal:::an 

Da:ia BOS; 

f. me::1.yampaikan buku kas umum dan buku kas pe:nbantu 

Da.~a BOS setiap bulan; 

g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan 

da."'1. belanja Dana BOS setiap bulan; 

h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan 

Dana BOS setiap semester dan/ atau sisa Dana BOS; 

1. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi 

penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran; 

J. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS; 

k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang 

milik daerah dari Dana BOS; 

1. me:1yiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; 

da:i 

m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada 

Satuan Pendidikan Menengah Swasta, Satuan Pencliclikan 

K___~usus Swasta clan Satuan Penclidikan Dasar Swasta 

Pasal 14 

Peja:Jat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikrr:.en 

swasta, Satdiksus swasta, clan Satdikdas :.:wasta sesuai 

dengan kewenangannya terdiri atas: 

a. PPKD selaku BUD pacla pemerintah provinsi; 

b. Kepala SKPD provinsi dan kabupaten./kota sesuai dengan 

ke"venangannya; 

c. Pen2x1ggung ,Jawab Dana BOS; dan 

d. Bendahara Dana BOS. 

Pasal 15 

(1) PPKD selaku BUD pad.a pernerintah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 14 huruf a) rriempunyai tugas dan 

wc·;venang: 
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a. melakukan pencatatan realisasi pendapat2.n dan 

belanja hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, 

Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta; dan 

b. menenma notifikasi penyaluran dan laporan 

Penerimaan Dana BOS dari menteri yang me:iangani 

urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan 

perbendaharaan negara dan dari penanggungjawab 

Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan 

Satdikdas swasta. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD 

se:::>agairnana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat 

mendelegasikan kepada Kuasa BUD. 

Pasal 16 

(1) Ke:)ala SKPD provinsi, kabupaten/kota sebagaimana 

dir:iaksud dalam Pasal 14 huruf b, mernpunyai tugas dan 

wewenang menelaah RKAS Dana BOS Satdikmen swasta, 

Sa:diksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Ke?ala SKPD kabupaten/kota sebagai:.:nana di:naksud 

pada ayat (1), menyampaikan hasil penelaahan RKAS 

D2.na BOS Satdikdas swasta kepada Kepala SKPD provinsi. 

(3) De.lam melaksanakan tligas dan wewenang sebagaimana 

dir:-iaksud pada ayat (1), Kepala SKPD provicsi dan 

kabupaten/kota mendelegasikan kepada pejabat 

administrasi yang membidangi Satdikmen dan S2.tdiksus 

pada SKPD provinsi dan Satdikdas pada SKPD 

kabupaten/kota. 

Pasal 17 

(l) Penanggt.::.ng Jawab Dana BOS sebagaimana di:naksud 

dalam Pasal 14 huruf c dijabat oleh kepala Satdikmen 

s1..vasta, Satdi.ks-us swasta, dan Satdikdas swasta sesua; 

dengan kewenangannya. 

(2) Pen2.nggL:ng jawab Dana BOS sebagaimana di:r1aksud 

pada ayat (1), mempunyai tug2,s dan tanggung jawa:J: 
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a. menyust1n clan mer1yampaikan RKAS hibah Dana BOS; 

b. melakukan tinclakan yang, mehgakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja hibah Dana BOS; 

c. melaksanakan anggE!.ran Dana BOS pacla Satclikmen 

swasta, Satcliksus swasta atau Satclikclas swasta yang 

clipimpinnya; 

cl. melakukan pengujian atas tagihan clan memerintahkan 

pembayaran hibah Dana BOS; 

e. mengaclakan ikatan/perjanjian kerja sama clengan 

pihak lain clalam bat,is anggaran hibah Dana BOS yang 

telah ditetapkan; 

f. melakukan verifikasi atas bukti penerima2.n clan 

belan~a hibah Dana BOS; 

g. mena:1clatangani laporan realisasi penenmaan dan 

belan_a hibah Dana BOS bulanan; 

h. menandatangani clan menyampaikan laporan 

rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dar:a BOS 

setiai: tahap penyaluran; 

1. melaporkan penggunaan hibah Dana BOS; 

J. mena:iclatangani surat pernyntaan tanggung jmvab 

mutlak Dana BOS, 

k. melakukan pergeseran belanja hibah pada RKAS Dana 

BOS berdasarkan persetujuan komite sekolah; 

1. mengawasi pelaksa.naan angga.ran hibah Dana BOS 

yang :nenjadi tanggung jawabnya; dan 

m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ke~:entc1.an 

peraturan perunclang-undangan. · 

(3) Kepala Satclikmen swasta, Satdiksus swasta, clan 

Satdikdas S'\\'asta sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

be:-tapggu:ng jawab secara formal clan material atas belanja 

Dan;:.i BOS yang dikelolanya. 

Pasal 18 
. . . 

Bendahara Dana BOS sebagaimana clirn.aksud dalam Pasal 14 

huruf d merr,:.punyai tugas dan 1.ve'vvenang: 

a. ::nenenma dar. menyimpan uang penyaluran hibah Dana 
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b. menerima dan meny1mpan bukti penyaluran hibah Dana 

BGS; 

c. mencatat penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada 

buku kas umum dan kas pembantu; 

d. membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS; 

e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban 

hibah Dana BOS; 

f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu 

hibah Dana BOS setiap bulan; 

g. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan dan 

belanja hibah Dana BOS setiap bulan; 

h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi 

penggunaan hi bah Dana BOS setiap tahap dan/ at.au sisa 

hibah Dana BOS; 

1. menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah 

D,.2.na BOS; 

j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak hi bah 

Dc.11a BOS setiap tahapan; dan 

k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

kewenangannya berpedoman pada ket1.::ntuan peraturan 

perunda.ng-undangan. 

BAB IV 

PE~\JGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

FADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI, 

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI, 

DAN SATlJAN PENDIDIKAN DAS.AR NEGERJ 

Bagian Kesatu 

Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 19 

(1) Ke-;)ala SKPKD provms1 menyusun RKA.-SKPKD 

berdasarkan penerima dan jurnlah Dana BOS setJap 

Sa:dik sebagaim&Ea d11naksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau 

alokasi penyaluran anggaran . ~ahun seb-elurnnya 

sebagaima:r:a dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang 
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memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja 

Dana BOS.· 

(2) Ke:Jala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD 

berdasarkan penerima da.n jumlah Dana BOS setiap 

Sa:dik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau 

alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang 

mc:muat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana 

BOS. 

(3) Penganggaran pendapatan 

dimaksud pada ayat (1) 

Dana BOS 

diuraikan 

se bagaimana 

dalam akun 

pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana 

alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nonfisik, d.an 

rincian objek pendapatan Dan.a BOS. 

(4) Penganggaran pendapatan Dana BOS 

dio.aksud pada ayat (2) diuraikan 

se bagaimana 

dalam akun 

pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang 

sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah 

Dana BOS sesuai dengan kode :rekening berkenaan. 

Pasal 20 

( 1) Kepala Satdikmen negeri dan · kepala Satdiksus negen 

mertyusun RKAS Dana BOS berdasarkan pencri.ma dan 

Jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana di::naksild 

da~arn Pasal 3 ayat (1} atau alokasi penyaluran a11ggaran 

tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) yang memuat re:ncana bela:Gja Dana BOS. 

(2) Kepala Satdikdas negeri me:nyusun RKAS Dar::.a BOS 

berdasarkan pene;.-ima dan jumlah Dana BOS setiap 

Satdik sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 3 8.yat (l} atau 

alckasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya 

sebaga.imana dimaksud dalam Pasa1 J ayat (3) yang 

memus:t rencana belanja Dana BOS. 

(3) Renca:na belanja Dana BOS sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( l) dan ayat. (2) disusun dengan mempedoman: ,Juknis 

pengguna&n Dana BOS sesuai. dengan ketentuan 

per2turan perundang--undangan. 
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(4) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS 

da~am Juknis Penggunaan Dana BOS yang mempengaruhi 

rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat 

melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala 

Sa:diksus negeri kepada kepala SKPD provinsi. 

(6) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan oleh kepala satdikdas negeri kepada kepala 

SKPD kabupaten/kota. 

Pasal 21 

(1) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20 

ayat ( l l dan ayat (2), antara lain rn.emuat: 

a. per:erimaan dan belanja; 

b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan 

kegiatan pada SNP; 

c. sta:idar satuan harga; dan 

d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan. 

(2) Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud p2da ayat 

( 1) huruf a diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi., 

dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan 

daerah. 

(3) Ko:::nponen penggunaan Dana BOS da1ain program dan 

kegiatan pada SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

menteri yang menangani urusan peme:rintahar::. di bidang 

pendidikan. 

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pa::la ayat 

(1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit 

barang/jasa yang berlaku di provinsi atau kabupaten/kota 

yang ditetapkan clengan peraturan gubern1:r dan 

peraturan bupati/ wali kota sesuai dengan 

k;:;wenangannya. 
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(5) ~encana penarikan Dana BOS setiap tahapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan 

dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS 

"::)erdasarkan pada ketentuan mengenai pengelolaan dana 

alckasi ~husus nonfisik yang ditetapkan oleh menteri yang 

:nenangani urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(6) ?o:-mat RKAS Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan 

Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

:ercantt::.m dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 22 

(1) Kepala SKPD provinsi setelah menerima RKAS Dana BOS 

dari kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

menugaskan pejabat administrasi yang merr.bidangi 

Satdikmen dan Satdiksus untuk melakukan penelaahan 

::<KAS Dana BOS. 

(2) Kepala SKPD kabupaten/kota setelah menerima RKAS 

Dana BOS dari kepala Satdikdas negeri sebagaimana 

dioaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menugaskan pejabat 

administrasi yang membidangi Satdikdas untuk 

melakukan penelaahan RKAS Dana BOS. 

(3) Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), meliputi: 

a kesesuaian alokasi setiap Satdik dengan daftar 

penenma dan jumlah Dana BOS setiap Satdik 

dan; atau alokasi penyaluran anggaran tahun 

sebelumnya termasuk sisa Dana BOS tahun 

sebelumnya; 

b. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS dengan 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. kesesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan 

Dana BOS dalam ,Juknis Dana BOS; 

d. kesesuaian rencana penggunaan Dana BOS 

berdasarkan komponen penggunaan Dana BOS dalam 
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program dan kegiatan pada SNP; 

e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan 

harga yang berlaku; dan 

f. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS dengan 

tahap penyaluran Dana BOS sesuai dengan ke:entuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

diterimanya dokumen RKAS Dana BOS secara lengkap. 

Pasal 23 

(1) Pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen dan 

Satdiksus bagi provinsi dan pejabat administrasi yang 

membidangi Satdikdas bagi kabupaten/kota melakukan 

rekapitulasi RKl.\S Dana BOS yang telah dilakukan 

penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1) dan ayat (2). 

(2) Be:-dasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah 

dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pa:ia ayat 

(1): Kepala SK.PD provinsi dan kabupaten/kota menyusun 

RKA-SKPD. 

(3) RKA-SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke 

dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS 

untuk pendidikan menengah dan/atau khusus dengan 

kelompok belanja langsung dan Jems belanja, sesuai 

dengan k:>de rekening berkenaan. 

(4) RKA-SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksLd pada. 

ayat (2} memuat rencana belanja Dana BOS yang 

d~1.:raikar.. ke dalam program pengelolaan pendidikan, 

kegiatan BOS untuk pengelolaan pendidikan dasar dengan 

kelompok belanja langsung dan jenis belanja, sesuai 

dengan kode rekening berkenaan. 

(5) Format RKA-SKPD Satdikmen negeri, Satdiksus negen, 

dan Satdikdas negeri sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagi2.n tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 



- 23 -

Pasal 24 

(1) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20 

ayat (1) dan ayat (2) dan RKA-SKPD sebagaimana 

dir:iaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada tim 

a:iggaran Pemerintah Daerah prov1ns1 a tau 

kabupaten/kota melalui PPKD sesuai dengan 

kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. 

(2) Tio anggaran Pemerintah Daerah provinsi atau 

ka:,upaten/kota menyampaikan kembali RKA-SKPD 

beserta RKP~S yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana 

dir:iaksud pada ayat ( l) kepada PPKD sesuai dengan 

kewenangannya untuk dicantumkan dalam rar:.cangan 

Perda tentang APBD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran Pemerintal: Daerah 

provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana d:maksud 

pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD 

melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari. 

(4) '::'ahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan 

RKAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pa:la ayat 

( 1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusur:an dan 

penetapan APBD. 

Pasal 25 

( 1) Dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam 

Perda tentang APBD provinsi atau kabupaten/kota 

berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran 

seb~lumnya tidak sama d.engan penerima dan jumlah 

Dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleb rn.enteri yang 

menangani urusan pemerintahan di bidc::i.ng pendidikan, 

pemerintah provinsi ata.u kabupaten/kota melakukan 

penyesuaian pe:1ganggaran alokasi Dana BOS pada APBD. 

(2) DaJam hal Perda tentang APBD telah d.itetapkan dan 

alokasi Dana BOS tidak sesuai denga:1 realisasi 

penyaluran Dana BOS tahap III (Tiga) berdasarka:::1 batas 

akhir pe:ngambilan data pada Dapodik tahun angga:ran 
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berkenaan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota 

melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS 

pada APBD. 

(3) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) 

dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran 

APBD mendahului Perda perubahan APBD. 

(4) Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3): dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan 

APBD. 

(5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi mua.tan 

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Peneta:;:,an Perkada sebagaimana dimaksud pada aya_t (3), 

diteritahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat 

daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah 

Perkada ditetapkan. 

( 1) 

Pasal26 

Kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negen, dan 

kepala Satdikdas negeri dapat melakukan pen.1bahan 

belanja pada RKAS Dana BOS se bagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) untuk menyesuaikan 

kebutuhan komponen penggunaan dalam SNP. 

(2) Perubahan belanja .RKAS Dana BOS sebagaimana 

dirnaksud pad.a ayat (1) dilakukan pad.a rincian objek 

belanja dalam satu objek, dan antarobjek dalam satu jenis 

belanja RKAS Dana BOS. 

(3) Perubahan belanja RI(AS Dana BOS s½bagaimane. 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sat.dikrr.ten 

negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas 

negeri dan disetujui oleh komite sekol&l~. 

(4) Perubahan RKL\S Dana BOS sebagairnana dirnaksud pada 

ayat {3} di.sampaikan oleh kepala Satdikmep negeri dan 

kepala Satdiksus negeri kepada kepala SKPD provinsi dan 
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kepala Satdikdas negeri kepada kepala 

kabupaten / kota. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 27 

SKPD 

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah 

ditetapkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/k'.)ta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2): 

a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD; dan 

b. Penanggung Jawab Dana BOS dan Bendahara Dana BOS 

membuka rekening Dana BOS ata.s nama Satdikmen 

negeri, Sat:diksus negeri, dan Satdikdas negeri. 

Pasal 28 

(1) Kepala SKPD provms1 dan kabupaten/kota menyerahkan 

rancangan D PA-SKPD yang telah disusun se bagaim2.na 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a kepada PPKD -:Jrovinsi 

dan kabupaten/kota untuk disahkan. 

(2) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana di:naksud 

pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang 

bersumber dari Dana BOS. 

(3) Format DPA-SKPD Satdikmen negen, Satdiksus negeri, 

clan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 

ter.ca:ntum dalam Lampiran yang merupakan bagi2.n tidak 

terpisal1kan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal29 

(l) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 huruf b, disimpan pada bank. ya.ng ditetapkan oleh 

gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan:..1ya. 

(2) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/ ato.u _mbalan 

lainny& atas Dana BOS yang disimpan pada b2.nk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa g;ro, 
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da.."1/ atau imbalan lainnya menjadi · pendapatan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unc.angan. 

Pasal30 

(1) Be~dasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2), • kepala Satdikmen negeri, kepala 

Sa:diksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri 

melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS. 

(2) Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS sebagaimana 

di□aksud pada ayat (1) dilakukan sr~cara berkala sesuai 

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS 

Dana BOS clan DPA-SKPD dengan memperhatikan tahap 

penyaluran Dana BOS. 

(3) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada · ayat (2), 

disalurkan langsung oleh menteri yang menanga:ni urusan 

di bida.ng keuangan melalui kantor 

perbendaharaan negara ke rekening Satdikrnen negen, 

Sa:diksus negeri, atau Satdikdas negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

(4) Penyaluran Dana BOS diinformasikan oleh menteri yang 

menangani urusan. di bidang keuangan ::nelalui kantor 

pelayanan perbe1daharaan negara kepada PPKD selaku 

BUD masing-masing provinsi berupa notifikasi secara 

elektronik yang dapat dicetak. 

Pasal 31 

(1) Kepala Satd1kmen Negeri <lan Satdiksus Negeri mels.porkan 

Penerimaan Dana BOS yang diterima dari menteri yang 

menang~mj urusan di bidang keuangan melah:i.i kantor 

pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku 

BUD provinsi. 

(2) Be:-.dasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (4), dan laporan Penerimaan Dan.8. BOS 

sebagaimana dirnaksl1d pa.da ayat (1), PPKD selaku BUD 

provinsi menerbitkan SP2T. 

(3) Be:-dasarkan SP2T sebagaimana dimaksud paca 2.yat (2), 

PPKD provinsi mengakui realisasi pendapatan. 
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(4) F::>rmat 3P2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagie..n tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 32 

( 1) Berdasarkan notifikasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 ayat (4), PPKD selaku BUD provinsi memberikan 

informasi penyaluran Dana BOS kepada PPKD selaku BUD 

kabupaten/kota. 

(2) Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana 

BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di 

bidang keuangan melalui kantor pe~ayanan 

perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD 

kabu paten/ kota. 

(3) PPKD selaku BUD kabupaten/kota berciasarkan informasi 

p-enerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) menerbitkan SP2H. 

(4) Berdasarkan SP2H sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

PPKD kabupaten/kota mengakui realisasi pendapatan. 

(5) F8rmat SP2H sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantu□ dalam Lampiran yang merupakan bagi2..n tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 33 

(1) PPKD kabupaten/kota menyarnpaika:.1 informasi 

penerimaan Dana BOS kepada PPKD p:rovinsi. 

(2) Berdasarkan informasi PPKl) kabups.ten/kota 

sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) PPKD provinsi selak1.1 

BUD menerbitkan SPB Hibah Dana BOS. 

(3) Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), PPKD provinsi mengakui realisasi 

belanja hi.bah Dana BOS Satdikdas Neged. 

(4) For~at SPB Eibah · Dana BOS sebagaimana di::naksud 

pada aya= (2) tercantum dalam Lampiran yang rn.en.::.pakan 

bagian tidak terp:;.sahkan dar.i Pe1·aturan Menteri ini. 
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Pasal34 

Pengadaan barang/jasa pada Satdik dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

(1) Be:1dahara Dana BOS melaksanakan pembayaran belanja 

Dana BOS dengan melakukan tahapan: 

a. mcneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 

diterbitkan oleh penanggungjawab Dana BOS beserta 

bukti transaksinya; 

b. menguJ1 kebenaran perhitungan tagihan ya.ng 

tercantum dalam dokumen pembayaran; dan 

c. mengt:~ji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak terpenuhi, Bendahara Dana BOS □enolak 

permintaan pernbayaran dari penanggungjawat Dana 

BCS. 

(3) Be:1dahara Dana BOS bertanggung jawab secara pribadi 

atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 36 

(1) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS 

dicatat oleh Bendahara Dana BOS pada buku kas urnum 

dan buku pembantu kas. 

(2) 3uku pembantu kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

:neliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku 

:;:,ernbantu pajak, dan buku pembantu rinciar: objek 

Dek1.nja. 

(3) Buku kas umum dan buku pembantu kas sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1), setiap akhir bulan dilakukan 

:;:ienutupar; buku. 

(4) ::_)alam hal terdapat penerimaan dan belanja lainnya selain 

:)ana BOS, pencatatan dil9.kukan pada buku kas um:..1rn 

dan buku pembantu kas secara terpisah. 

(5) ::«'ormat buku kas ~..:irnum, buku pembantu kas, buku 

:x:rnbantu bank, buku pembantu pa_Jak clan buku 

;:>embantu nnc1an objek belanja sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 37 

(1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana 

di□aksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditandatangani oleh 

Be:idahara Dana BOS clan penanggungjawab Dana BOS. 

(2) Penutupan buki.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan. 

(3) Be::-dasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu 

yang telah ditandatangani Bendahara Dana BOS dan 

penanggungjawab Dan2. BOS sebagairriana dimaksud pada 

ayat (1), Benda.hara Dana BOS menyusun laporan realisasi 

penerimaan dan belanja Dana BOS. 

(4) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dar:.a BOS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada 

b;:epaia Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan 

kepala Satdikdas negeri setiap bulan paling lambat tanggal 

5 bulan berikutnya. 

Pasal 38 

(1) Be::-dasarkan laporan realisasi penenma.an dan belanja 

Dana BOS bulanan sebagaimana dimaksud drtlam Pasal 

37 ayat (4}, Bendahara Dana BOS menyusun laporan 

realisasi penenmaan dan belanja Dana BOS setiap 

semester. 

(2) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS 

setiap semester sebagaimana dimaksud pa.da ayat (_l) 

berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa 

Da.na BOS. 

(3) Format laporan realisasi penenmaan daG belanja Dana 

BOS Geti2.p semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ter:antum dalarn Lampiran yang meruiJakan bagian tidak 

terpisahkari dari Peraturan Menteri fr1i.. 
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· Pasal 39 

( 1) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri 

menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja 

Dana BOS setiap semester sebagaimana dima~sud dalam 

Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui 

Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi. 

(2) Keoala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi 

penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada 

kepala SKPD kabupaten/kota melalui Bendahara 

Pengelua:an SKPD kabupaten/kota. 

(3) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS 

setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), dilampiri surat pernyataan ta.nggung jawab kepala 

Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepaia 

S::1tdikdas negeri dan rekapitulasi pembelian 1)arang milik 

daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya. 

(4) Format surat pernyataan tanggung jawab rnutlak dan 

format rekapit.ulasi pembelian barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum daiam 

Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 40 

(1) Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi penggu.naan 

Dana BOS setiap bula:n sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (4), kepala Satdikmen negeri dan kepala 

Satdiksus negeri, menyusun laporan rekapitulasi realisasi 

penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran. 

(2) Berdasarkan laporan rekap1tulasi realisas.i penggunaan 

Dana BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pa:3al 37 ayat (4), kepala Satdikdas ne:geri rnenyusun 

laporan rekapit11lasi r·eahsasi penggunaan De.na BOS 

setiap tahap ;ier.yaluran. 

(3) Lapoi:-an rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS 

setiap tahap penyaluran sebagairn.ana dirnaksud pada ayat 
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(1) dan ayat (2), disampaikan kepada kementerian yang 

menangani urusan di bidang pendidikan sebagai dokumen 

penyaluran. 

(4) Format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana 

BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

format sebagaimana diatur dalam peraturan me::1teri yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan 

mengenai Juknis Penggunaan Dana BOS. 

Pasal 41 

( 1) Sisa Dana BOS Satdikmen negeri dan Satc.iksus negen 

pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepad2. PPKD 

selaku BUD melalui SKPD provinsi dan tetap d:. rekening 

bank Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri. 

(2) Sisa Dana BOS Satdikdas negeri pada akhir tahun 

anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BU:J melalui 

SKPD kabupaten/kota dan tetap di reken:.ng bank 

Sa-::dikdas negeri. 

(3) Sisa Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), diakui sebagai SiLPA penerimaan 

pembiayaan pada APBD. 

(4) Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD provinsi atau 

kabupaten/kota sebagaiman2. dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh 

aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Sisa Pengelolaan Dana BOS yang telah mendapatkan 

pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana di:naksud 

pada ayat (4), dapat digunakan pada tahun anggaran 

berikutnya dengan mempedomani Juknis Penggunaan 

Dana BOS tahun anggaran berikutnya. 
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Bagian Ketiga 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 42 

(1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja 

Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(1), Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat 

re~apitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS 

setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap 

semester. 

(2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja 

Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota 

membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja 

Dana BOS setiap Satdikdas negeri setiap semester. 

(3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja 

Dana BOS setiap semester sebagaimana dima..~sud pada 

ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK­

SKPD provms1 dan kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya. 

Pasal 43 

(1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), 

melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan 

realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada masing­

masing Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas 

negeri sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

menguJ1: 

a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja 

Dana BOS setiap semester; 

b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKAS, DPA 

SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS dari 

kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak :>an.a BOS 

oleh kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, 

dan kepala Satdikdas negeri. 
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(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Benda.hara 

Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi 

reaEsasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap 

semester kepada kepala Satdikmen negen, kepala 

Sa:diksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri sesua.1 

dengan kewenangannya untuk diperbaiki da:1/ a.tau 

dilengkapi. 

(4) ?engembalian laporan rekapitulasi realisasi penenmaan 

da:1 belanja Dana BOS setiap semester kepada kepala 

Sa::dikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala 

Sa:dikdas negeri sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama l (satu) 

ha::-i setelah diterimanya hasil verifikasi. 

(5) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala Satdikmen 

negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala S2.tdikdas 

negeri sesuai dengan kewenangannya melalui Benda.hara 

Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

p::tiing lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian 

hasil verifikasi. 

Pasal 44 

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam. 

Pasal 43 ayat (5) telah sesuai, PPK-SKPD provinsi dan 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya 

menyiapkan rancangan SP2B. 

(2) SP23 sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan 

oleh PA paling lama 2 (du.a) hari terhitung setelah lf!.poran 

rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS 

setiap semester terpenuhi. 

(3) SP23 yang ditandatangani oleh PA sebagaimana djmaksud 

a:1at (2) diajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB 

(4) Format SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ter:antum dalam Lampiran yang merupakan 'Qagi2.n tidak 

terp1sahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 45 

(1) BCD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya meneliti kelengkapan dokumer: SP2B 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) yang 

diajukan oleh PA. 

(2) Ke~engkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana 

BOS setiap semester untuk masing-masing Satdikmen 

negeri, Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri; dan 

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS 

oleh kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, 

atau kepala Satdikdas negeri. 

(3) BUD menerbitkan SPB setelah dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 2 (d-..1a) hari 

setelah menerima dokumen secara lengkap. 

(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (:2; 

tidal<: lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB. 

(5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaks-c:.d pada. 

ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima 

dokumen SP2B dari PA. 

(6) Format SPB sebagaimana dimaksud pada ayat 

terc:antum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahk:an dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal46 

(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan 

Dana BOS, PPK-SKPD, BUD da.n Bendahara Pengeluaran 

SKPD melakukan rekonsi.liasi atas realisasi penerimaan 

dan belanja Dana BOS seti~.p semester pada provinsi, 

kabupaten dan kota sesuai dengan kev:enangannya. 

(2) Rekonsi1iasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat {l_; paling 

sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalarn 1 {satu; tahun 

anggaran dan dituangkan dalam berita acan.;;. rekonsiliasi. 

(3) Da.lam hal rekonsilias1 terjadi perbedaan angka. antara 

PPK-SKPD, BUD dan Bendahara pengelua.ran SKP:=> maka 

ditakukan penyesuaian laporan penerimaan dan belanja 



- 3S -

Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(4) Fo:-mat bedta acara rekonsiliasi sebagaim2.na d:::naksuc. 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakar: 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasa! 47 

(1) SPB sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 45 aya-:: (3) dan 

berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksu::l dalam 

Pasal 46 ayat (2), sebagai dokumen sumber pencatatan 

PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD. 

(2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang 

persediaan berdasarkan hasil stock opname akhir tahun, 

di2.kui clan dicatat sebagai barang miiik daera::: sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA, SATUAN 

PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA DAN SATUAN PEND:DIKAN 

DASAR SWASTA 

Bagian Kesatu 

PE;rencanaan dan Penganggaran 

Pasal 48 

(1) Ke-:Jala Satdikmen swasta, kepala Satdiksus svvasta, dar:. 

kepala Satdikdas swasta sesuai dengan kewenanganny2.. 

menyusun RKAS Dana BOS berdasarkan ::;ener:rn.a dar::. 

jur.nlah D;,ma _ BOS setiap Satdik yang ditetapkan olet 

menteri yaEg menangani urusan :;:1ernerintahan di bidang 

Peµclidik:an sebagaimana dimaksud dal.&.m Pasal 3 ayat p: 
yang tercantum dalam NPHD atau alo.kasi penyalurar: 

ta:iun anggaran sebelumnya sebaga~mana d~:1:1aksaz:: 

da:am Pasal 3 ayat (3) yang me:rnuat rencana per:e:-imaar_ 

da:.1 belanja Dana BOS, 
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(2) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun dengan mempedomani Juknis 

:?e:::iggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan 

:?e:-aturan perundang-undangan. 

(3) RKAS Dana BOS Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaika.n oleh 

~e-:Jala Satdikmen swasta dan kepala Satdiksus swasta 

~e:;mda kepala SKPD provinsi. 

(4) RY.AS Dana BOS Satdikdas s,vasta sebagaimana dir:iaksud 

pada ayat ( 1), disampaikan oleh kepala Satdikdas swasta 

ke:?ada kepala SKPD provinsi melalui kepala SKPD 

kabupaten /kota.. 

(5) ?e:iyampaian RKAS Dana BOS sebagaimana dioaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 14 (empat be~as) hari 

~etelah penetapan penerima dan jumlah Dana BOS setiap 

Satdik. 

Pasal49 

(1) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (1), memuat: 

a. penerimaan dan belanja; 

b. komponen penggunaan Dana BOS dalam progrs.m dan 

kegiatan pada SNP; 

c. standar satuan harga; dan 

d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan. 

(2) Penerimaan dan beianja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diuraikan sesuai dengan ,J:iknis penggur:aan 

Dana BOS. 

(3) Kcrnponen penggunaan Dana BOS dalam program dan 

kegiatan pada SNP sebagaimana dir.naksud pada 2..ya·;. p) 

ht:.ruf b diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

rnenteri yang menangani urusan pemerintaha.n di bidang 

pen diclikan. 

(4) Standar satuan :1.arga sebagaimanc. dimaksud pac..a ayat 

( 1) huruf c merupakan harga sati_ian setiap unit 

ba-::ang/jasa yang berlaku di provinsi atau ks.bupaten/~rnta 
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yang ditetapkan clengan · peraturan . gubernt.:.r dan 

peraturan bupati/wali kota. 

(5) Re:icana penarikan Dana BOS setiap tahapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan 

dengan jadwal penyaluran Dana BOS berdasark2.n pada 

ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus 

no:ifisik yang ditetapkan oleh menteri yang me:1.angam 

urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(6) Fo:-mat RKAS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan 

Satdikdas Svvasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 50 

( 1) Berdasarkan RKAS Dana BOS yang disa:rnpaikan oleh 

kepala Satdikmen swasta dan kepala Satdiksus swasta 

sebagsimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), kepala 

SKPD provinsi menugaskan pejabat administrasj yang 

membidangi Satdikmen dan Satdiksus untuk rnelakukan 

penelaahctn. 

(2) Berdasarkan RKAS Dana BOS yang disampaikan oleb 

kepala Satdikdas swasta sebagaimana dimaksnd d.alam 

Pasal 48 ayat (4), kepala SKPD kabupaten/kota 

menugaskan pejabat administrasi yang merr..bidangi 

Sa::dikdas untuk meiakukan penelaahan. 

(3) Penelaahan .RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), meliputi: 

a. kesesuaian penerimaan dan belanja Dan2. BOS 

berdasarkan alokasi setiap Satdik atau alokasi 

penyaluran anggaran tahu.i-1 selxJurnnya termasuk s1sa 

0ana BOS tahun sebelumnya; 

b, kcsesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan 

Dana BOS dalam Juknis Penggunaan Dana BOS; 

c kesesuaian penggunaan Dana BOS dengan komponen 
. ' 

penggunaan dalarn program dan kegiat:an pada SNP; 

cl. kesesuaian sau-1.an harga berdasarkan standa"." · sa.ruan 

:::..arga ysmg berlaku pada Pemerintah Dae.rah ;irovins1 
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atau kabupater1/kota} .dan 

e. ~esesuaian rencana penarikan Dana BOS dengan tahap 

?enyaluran Dana BOS sesuai dengan ketentuan 

?eraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana di::naksud 

pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD 

pr:::>Vinsi kepada kepala Satdikmen swasta dan kepala 

Sa:diksus swasta. 

(5) ::-Iasil penela.ahan RKAS Dana BOS sebagaimana di::naksud 

pada ayat . (2) disampaikan kembali oleh kepala SKPD 

ka::)upaten/kota kepada kepala Satdikdas swasta. 

(6) ::-Iasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana di:riaksud 

pada ayat (4) dan ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

diterima oleh kepala SKPD provinsi atau kepala SKPD 

ka-::Jupaten/kota. 

Pasal 51 

(1) Ke:Jaia Satdikn1en swasta, kepala Satdiksus swas:a, atau 

kepala Satdikdas swas1.a sesuai dengan kewenangannya 

da?at melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana 

BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dan 

ayat (5), untuk menyesuaikan kebutuhan ko:nponen 

penggunaan dalam SNP berdasarkan Juknis Penggunaan 

Dana BOS. 

(2) Penyesu0 ian kebutuhan komponen penggunaan dalam 

Sl'-fP berdasarkan ,Juknis Penggunaan Dana BOS 

se·::mgaimana dimaksud ayat (1), termasuk menarnpung 

perubahan besaran Dana BOS sebagai akibat penyaluran 

(3) 

DB.+1a BOS tahap III (Tiga) berdasarkan. batas akhir 

pengam bilan data pada Dapodik tahun angga~·an 

berkenaan. 

Perubahan belanja RKAS Dana BOS se bagaims.na 

di:r:1aksud pa.da ayat (1) cian ayal (2) ditetapkan oleh kepala 

Sa;::dikmen S\vasta, .kepa]a Satdiksus swasta, atau kepala 

Sa:dikdas swasta dan disetujul oleh komite sekolah. 
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(4) Perubahan RKAS Dana BOS Satdjkmen swasta, S2.tdiksus 

swasta, atau Satdikdas swasta sebagaimana di:naksud 

pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPI: prcvinsi. 

(5) Perubahan RKAS Dana BOS Satdikdas swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disa□paikan 

kepada Kepala SKPD kabupaten/kota. 

Pasal 52 

( 1) Penyesuaian anggaran hi bah Dana BOS pada APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaporkan dalam 

laporan penggunaan hibah Dana BOS. 

(2) Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakuka:i adendum 

NPHD. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Pena.tausahaan 

Pasal 53 

( 1) RKA.S Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal :50 ayat (6), ::nenjadi 

dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari. hibah 

Dana BOS pada Satdikmen swasta, Satdiksus swas:.:a, dan 

Satdikdas swasta. 

(2) Pelakf)anaan kegiatan yang bersumber dari hiba·::: Dana 

BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 

NPHD yang dilakukan secara berkah berdasarkan 

kebutuhan yang telah d.itetapkan dalarn RKAS Da::a BOS 

dengan memperhatikan tahap penyaluran hibah Dana 

BOS. 

(3) Setiap tahap penyalurar, hibah Dana BOS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), diterima lang:sung rnelalui 

rekening Sa~:dikmt,n swctsta, Satdiksus swasta, dan 

Satdikclas swasta sesuai deng1:m keten tua.n peraturqn 
. . 

perundang-undangan yang dikelola oleh Benda.hara Dana 

BOS. 
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(4) Penyaluran hibah Dana B0S sebagaimana dimaks:.:i.d pada 

ayat (3) diinformasikan oleh menteri yang menangani 

urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan 

perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD masing­

masing provinsi berupa notifikasi secara elektronik 

(5) Kepala Satdikmen swasta, Kepala Satdiksus swasta, dan 

Kepala Satdikdas swasta melaporkan penerimaan hibah 

Dana BOS yang diterima dari menteri yang menangani 

urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan 

perbendaharaan negara kepada PPKD selah.-u BUD 

provinsi. 

(6) Kepala Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), juga menyampaikan laporan penerima2.:1 hibah 

Dana BOS kepada PPKD selaku BUD kabupaten/kota 

meialui SKPD kabupaten/kota. 

(7) Pelaporan penerimaan hibah Dana BOS sebagaimana 

clirnaksud pada ayat (5) dapat d.isampaikan secara tertulis 

dan / a tau elektronik. 

(8) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan informasi penerimaan hibah Dana BOS p2.da ayat 

(5), ?PKD sela.ku BUD Provinsi rrienerbitkan SP2T c.2.n SPB 

Hibah Dar1a BOS. 

(9) SP2'T Dana BOS dan SPB Hibah Dana BOS sebagaimana 

dim.aksud pada aya.t (7) menjadi dokumen sumber 

pencatatan pendapatan transfer dan belanja hibah Dana 

BOS pemerinrah provinsi. 

Pasal 54 

(1) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari hik:..h Dana 

BOS d.i.catat oleh Bendahara Dana BOS pada b1.:.ku kas 

umum dan buku kas pembantu. 

(2) Buk.u kas pernbantu sebagaimana di:maksud pada aya: (1) 

paling sedikit mel.iputi buku pembantu kas tunaj, hukL: 

pernbantu bank, dan buku pembantu pajak. 

(3) Buku kas urnum dan bu.k:u kas pembantu sebagairnana 

dirnaksud 1Jada ayat (1) setiap 2.kh.ir bulan d::.akukan 

penutupan buku. 
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(4) ::::)alam ha] terdapat peneri:maan dan belanja lainnya selain 

::::)ana BOS, ,pencatatan dilakukan pada buku kas umum 

dan buku kas pembantu secara terpisah. 

Pasal55 

(1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat {3) dit2tnda.tang2.ni oleh 

Bendahara Dana BOS dan penanggungjawab Dana BOS. 

(2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan melampirka_n bukti belanja yang sah dan le::1.gkap. 

(3) Berdasarkan buku kas urnum dan buku kas pembantu 

yang telah ditandatangani Benda,hara Dana BOS dan 

penanggungjawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1), Bendahara Dana BOS menyusun lapo:-an 

penerimaan dan belanja hibah Daria: BOS :bulanan. 

(4) Laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS 

bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada kepala Satdikmen S'i\,'asta, kepala 

Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas swast2. setiap 

bulan. 

Bagian Ketiga 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal56 

(1) Berdasarkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana 

BOS bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 

(L), Bendahara Dana BOS menyusun laporan rekapitulasi 

realisasi penggunaan hibah Dana BOS seUap tahap 

penyaluran. 

(2) Kepala. Sc1tdikmen swasta, kepala · Satdiksus swasta, dan 

kepala Satdikdas swasta rnenyampaikan laporan 

rekapituiasi realisasi penggunaan hibah .Pana BOS setiap 

tahap penyaluran 1:.ibah Dana BOS sehagaimana 

dimaksud pad.a ayat (l) i<:epada. Kepata SKPD provir:si. 

(3) Kepala Satdikdas swasta sebagaimana dimaksuo. p.3ds. 

ayat (2), juga men.yampaikan laporan reka.pitu.lasi realisasi 



:;:>e:1.ggc .. naan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran 

:1ibah Dana BOS kepada PPKD selaku BUD 

~al:upaten/kota melalui SKPD kabupaten/kota 

(4) ::.a:;:oran rekapitulasi realisasi penggunaan hibC..:.1. Dana 

BOS setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS 

sebagaimana dimaksud p3.da ayat (2), dilarnpiri dengan 

su:-at pernyataan tanggung Jawab .kepala Sa:dikmen 

svvasta, kepala Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas 

swasta setiap tahap penyaluran paling lama ta::1.ggal .S 

bulan berikutnya. 

(5) ::.a:;:oran rekapitulasi realisasi penggunaan hibc::0i Dana 

BOS setiap tahap penyaluran sebagairnana dimaks--1d pada 

aya: (2), disampaikan oleh kepala Satdikrnen swasta, 

ke;lila Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas swasta 

kepa.da kementerian yang rnenangani urusan di bidang 

Pend.idikan sebagai dokumen penyaluran. 

Pasal 57 

( 1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan hib2-.:1 Dana 

BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5$ 

aya: (4}, penanggungjawab Dana BOS men:m::ipaikan 

laporan penggunaan hibah Dana BOS. 

(2) La::;'.):-an penggunaan :1.ibah Dana BOS sebagaimana 

din:.aksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur 

melalu·. PPKD dengan :ernbusan Kepala SKPD _;xovinsi 

untuk Satdikmen swasta da.n Satdiksus s\vasta serta 

kepala SKPD kabup8.ten./kota untuk Satdikdas swasta 

pc.d:ng ~ambat tanggal 10 bulan .Januari tahun berikutnya. 

Pasal 58 

(1) Per:anggungiawaban hi.bah Dana BOS, rneliputi: 

a, lapor&n penggunaan :iibah Dana BOS; 

b. sura.t pe:rnyatam1 tanggung javvab yang merqatakan 

bat.wa hiba'.h yanf; diterima telah digunakar:. sesuai 

~PHD; dan 

c Sukti pengeluaran :va~.g lengkap clan sah. 
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(2) Per::anggun~jawabm1 t~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh peneri:r::a hibah 

sela.ku objek pemeriksaan. 

(3) Fm·mat laporan penggunaan hibah Dana BOS, surat 

per:'.1.yataan tanggung jawab dan bukti pengeluaran yang 

lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) 

ses·-1ai dengan format sebagaimana d.iatur dalam peraturan 

Menteri mengenai hibah yang bersumber dari AFBD. 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOS 

Pasal 59 

(1) Pe:nerintah Daerah menerapkan ·Pengelolaan D2.nz~ BOS 

":>e:-basis elektroriik dalam rangka 'penyediaan i:--Jormasi 

~ .. e-c1angan daerah. 

(2) Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan sisterr:. yang 

teri:-:.tegrasi dengan sistem informasi pemerint2.han daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan peru.ndang-uncangan. 

BAB VU 

PEMBIN.AAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 60 

(1) Menteri m.elalui Direktur ,Jenderal Bina Keuanga.11. Daerah 

rnel2.kukan pembinaan Pengelolaan Dana BOS secara 

nasional. 

(2) Menteri melalui l!1spektur ,.Jendera.l me~a~ukan 

pengavvasan PP-ngelolaan Dana BOS secara nasiona. 

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 

Pengelolaan Dana BOS pre,vinsi dar; kabupa.ten;k::::ta pada 

,,viiayahnya. 

(4) Bupa.ti/wali kota melakukan pembinaart cl.an pengawc1san 

Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota, 
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Pasal 61 

(1) Pe1T1erintah Daerah menjngkatkan kapasitas pengelola 

Dana BOS sespai dengan ketentuan pe:raturan perundang­

undangan. 

(2) Peningkatan kapasitas pe:1.gelola Dana BOS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk 

sosialisasi, bimbingan teknis, 1,uorkshop, 

pendampingan. 

(3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana di:::naksud 

pada ayat (2), bersurnber dari APBD. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTTJP 

Pasal62 

Per2.turan Menteri m1 rr.ulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG ?ENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH PADA PEMERINTAH DAERAH 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH, KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG 

PENGANGKATAN BENDAHARA DANA BOS, RENCANA KERJA ANGGARAN 

SEKOLAH SATUA~ PENDIDIKAN NEGERI, RENCANA KERJA ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, DOKUYIEN 

PELAKSANAAN ANGGAR/\N SATUAN KERJA PERANGKAT DAE~H DINAS 

PENDIDIKAN, SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN TRANSFER DANA BOS, 

SURAT PENGESAHA:-J PENDAPATAN HIBAH DANA BOS, SURAT PENGESAHAN 

BELANJA HIBAH DANA BOS, BUKU KAS UMUM, BUKU PEMBANTU KAS, 

BUKlJ PEMBANTJ BANK, BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKU PEMBANTU 

RINCIAN OBJEK BELANJA, LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN 

BELANJA DANA BOS SETIAP SEMESTER, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JA WAB MUTLAK DAN REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG DARI BOS 

Si\.TDIK, LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS 

SETIAP TAHAP PENTlALURt\N, SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELAN,JA 

DANA BOS, SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BOS, BERITA ACARA 

REKONSILIASI DANA BCS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI, DA:-J FO.P.MAT 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH SWASTJ\. 

1. FORMAT NASKA::-I PERJANJIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH 

a. CONTOH FORMAT NPHD ANTARA KEPALA SKPD PROVINSI DENGAN 
KEPALA SATDIKMEN SWASTA DAN SATDIKSUS SWASTA 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS 
ANTARA KEPALA SKPD PROVINS! 

DENGAN 
KEPALA SATDIKMEN SWASTA DAN SATDIKSUS SWASTA 

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing, yaitu: 
1. Nama ....................................................................... , ...... . 

NIP 
Jabatan 
Alamat 

: (Kepala SKPD Provinsi) selaku Pengguna Anggaran .... . 
: (alamat kantor SKPD Provinsi ................................ ); 
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dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, 
bertindak atas nama Gubernur. .......... ,sebagai pemberi hibah yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

2. Nama 
Jabatan : (Kepala Satdikmen Swasta dan Kepala Satdiksus 
Swasta masi:ig-masing). 
Alamat (alamat Satdikmen Swasta dan Satdiksus 
Swasta ........ ), 

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas 
bertindak sebagai penerima hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Kedua belah PIHAK menyepakati pemberian hibah Dana BOS Tahun 
Anggaran ......... , dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
'"::'UJUAN PEMBERIAN HIBAH DANA BOS 

Tujuan pemberian hibah Dana BOS adalah: 
a. Membantu ::)iaya operasional sekolah; 
b. Meningkatkar: aksesibilitas satuan pendidikan; dan 
c. Meningkatkar: ::nutu pembelajaran bagi peserta didik. 

Pasal 2 
BESARAN ALOKASI ANGGARAN HIBAH DANA BOS 

PIHAK PERTAMA menyalurkan Dana BOS kepada Satdikmen Swasta 
dan Satdiksus Swasta Dana BOS langsung dari kantor pelayanan 
perbendaharaan negara, berupa uang sebesar Rp ...................... , 
( ....................................................................... rupiah) dengan :-incian, 
sebagaimana terlampir. 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBER! HIBAH 

(1) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak menerima laporan 
penerimaan hibah Dana BOS dari Kementerian Keuangan melalui 
KPPN dan laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS dari 
PIHAK KEDUA selaku penerimahibah. 

(2) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak melaksanakan 
monitoring, pengendalian dan pembinaan seta pengawasan atas 
penggunaan Dana BOS yang telah diterima PIHAK KEDUA. 

Pasal 4 
::-IAK DAN KEWAJIBAN PEMBER! HIBAH 

(1) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah berhak menerima hibah 
Dana BOS dari PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah setiap 
tahap penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan; 
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(2) PIHAK KEDUA selaku penerima hibal: berkewajiban: 
a. meny-1sun dan menyampaikan RI<-.AS hibah Dana BOS; 
b. melaksanakan dan bertanggungjawab secara formal dan 

materiil atas penggunaan Dana BOS; 
c. menyampaikan laporan telah menerima transfer dana BOS dari 

Keme:nterian Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku 
BUD Provinsi; 

d. menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan 
hibah Dana BOS setiap tahap; 

e. melaporkan realisasi penggunaan hibah Dana BOS; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang 

menjadi tanggungjawabnya; dan 
g. menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang le:ngkap 

dan sah sesuai peraturan perund2.ng-undangan. 

Pasal 5 
PENYALURAN 

Penyaluran Dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal6 
TATA CARA PELAPORAN 

(1) PIHAK KEDUA selaku penerima hitah melaporkan rekapitulasi 
realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyalur2.r:. 

(2) Pelaporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap 
tahap penyaJuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
dokumen penyaluran Dana BOS. 

(3) Pelaporan penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), paling lam.bat tanggal 5 (lima) bulan 
berikutnya. 

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana di:r:1aksud pada ayat (1), PIHAK 
KEDUA melaporkan realisasi penggunaan hibah Dana BOS ~epada 
PIHAK PERTAMA. 

(5) Lapor-an realisasi penggunaan hiba~ Dana BOS sebagaimana 
dimaksud p2.da ayat (4), paling lambat tanggal 10 bulan .:anuari 
tahun berikutnya. 

Pasal 7 
LAIN-· LAIN 

(1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik pada 
Satdikme:n swasta dan Satdiksus swasta yang berpe:ngaruh 
terhadap jumlah hibah, make" dilakukan penyesuaian jumlah Dana 
BOS pada Satdikmen swasta dan Satdi~sus swasta dimaksud; 

(2) Hal-ha1 lain yang belum tercantum dalam NPHD Dana BOS ini 
dapat diatur lebih lanjut dalam perubahan NPHD Dana BOS. 

(3) NPHD Dana BOS ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar 
pertama da.,-, kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga 
mempunyai kekuatan hukum sama. 
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PEJ.\"ERIMA HIBAH, PEMBERJ HIBAH, 

(Nama, Jabatan, Tanda Tangan & 
Stempel) 

(Nama, Jabatan, NIP, Tanda 
Tangan & Stempe:) 

b. CONTOH FOR1v1AT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS ANTARA 
KEPALA SKPD PROVINS! DENGAN KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS 
ANTARA KEPALA SKPD PROVINSI 

DENGAN 
KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA 

Yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing, yaitu: 

1. Nama 
NIP 
~Jabatan 
Alamat 

: (Kepala SKPD Provinsi) selaku Pengguna Angg2.ran ... . 
: (alamat kantor SKPD :provinsi. ................................... ); 

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, 
bertindak atas nama Gubernur. .......... ,sebagai pemberi hibah yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

2. Nama 
NIP 

Jabatan 
Anggaran). 
Alamat 

: (Kepala SKPD Kabupaten/Kota) selaku Pe:::1.gguna 

: (alainat kantor SKPD Kabupaten/Kota); 

dalam jabatan dan ked"i.ldukan sebagaimana tersebut di 2.tas 
bertindak mewakili kepala Satdikdas negeri/ Satdikdas Swasta di 
wilayah kabupaten/kota .................... , seoagaimana te:::-lampir 
merupakan pe:nerirna hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Ked.ua belah PIHAK menyepakati penyaluran hibah Dana BOS 
Tahun Anggara1;; ......... , dengan keten:uan sebagai berikut: 

Pasal 1 

TU.JUAN PE~MBERIAN HIBAH DANA BOS 

Tu.juan pernb1=ri&.n hibah Dana BOS adaJah:. 
a. Membantu -:;>iaya operRsional sekolah; 
b. Meningkatkan •a,ksesibilitas satuan pendidikan; dan 
c. Meningkatka.n rnutu pembelajaran bagi peserta cl.i.dik. 
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Pasal 2 

BESARAN ALOKASI ANGGARAN HIBAH DANA BOS 

PIHAK PERTAMA menyalurkan Dana BOS kepada Satdikdas Negeri dan 
Satdikdas Swasta langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan 
negara, berupa uang sebesar Rp ....................... , 
(....................................................................... rupiah) de11gan r1nc1an, 
sebagaimana terlampir. 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH 

(1) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak menerima laporan 
penerimaa.n hibah Dana BOS dari Kementerian Keuangan melalui 
KPPN dan laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS yang 
disampaika..YJ. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta melalui PIHAK 
KEDUA selaku perwakilan penerima hibah. 

(2) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak melaksanakan 
monitoring, pengendalian dan pembinaan seta pengawasan atas 
penggunaan Dana BOS yang diterima Satdikdas negeri dan 
Satdikdas swast2. yang dikoordinasikan oleh PIHA.K KEDUA. 

Pasal 4 

HAK DAN KEV/ AJIBAN PENERIMA HIBAH 

(1) PIHAK K!DDUA selaku penerima hibah berhak :::r;_enerima penyaluran 
Dana BOS dari PIHA.K PERTAMA selaku pemberi hibah setiap tahap 
sesuai ketentuaan peraturan perundang-undangan; 

(2) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah berkewajiban: 
a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS untuk Satdikdas negeri 

dan Satdikdas swasta; 
b. · menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS Da::::a BOS 

untuk Satdikdas negeri; 
c. menyusun DPA--SKPD untuk Satdikdas negeri; 
d. mengelola Barang Milik Daerah yang bersurnbet dari Dana 130S 

untuk Satdikdas negeri; 
e. meny1.1sun- dan menyampaikan laporan keuangan Dar:.a BOS 

SKPD, yang merupakan bagian laporan keua.ngan SKPD; dan 
f. mel.akukan pengawasan dan pembinaan · pelaksanaan anggaran 

Dana EOS untuk Satdi~-cdas negeri dan Satdikdas swasta. 

Pasal 5 
TATA CARA PENYALURAN 

Penyaluran Dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-und.ar::gan. 

Pasal 6 

TA.TA CARA PELAPORAN 

; 1) PIHAK KET>UA. selak1..""t .penerima hibah mengb.)ordinasika::-: agar 
Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta mel&porkan rekapitulasi 
realisasi pengglu1aan hibah Dana BOS setiap tahap per1yalur2.n. 
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(2) Pelapor.an rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap 
tahap penyaluran sebagairriana dimaksud pada ayat (1), mer:.1pakan 
dokumen penyaluran Dana BOS. 

{3) Pelaporan penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), paling iambat tanggal 5 (lima) bulan 
berikutnya. 

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK 
KEDUA mengkoordinasikan agar Satdikdas swasta me~aporkan 
realisasi penggunaan hibah Dana BOS kepada PIHAK PERTAMA. 

(5) Laporan realisasi. penggunaan hibah Dana . BOS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), paling .lambat tanggal 10 bulan Januari 
tahun berikutnya. 

Pasal 7 
LAIN - LAIN 

(1) Dalam ha1 terdapat perubahan jumlah peserta. didik pada Satdikdas 
negeri dan Satdikdas swasta yang berpengaruh terhadap jumlah 
hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah Dana BOS pada 
Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta dimaksud; 

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD Dan& BOS in-i 
dapat diatur lebih lan_iut dalam perubahan NPHD Dana BOS. 

(3) NPHD Dana BOS ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar 
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga 
mempunyai kekuatan hukum sama. 

PENERIMA HIBAH, 

(Nama, Jabatan, NIP, Tanda 
Tangan & Ste:npel) 

PEMBE~Rl HIBAH, 

(Nama, Jabatan, Nif\ Tancla 
Tartgan & Stempel) 



LAMPIRAN NASKAH PER.JAN,JIAN HIBAH DANA BOS 

i No F~~:;;~~~~i~~:1~~;:;-T-:-Ju;{i~Idr:serta I NPSN I Status Sekolal~-r· Kabupater,/Kota Kecamatan Alamat I Alokasi 
Dana 1--rj---------2------+ -- I -----~----4 ---+--- 5 -----+----6--

~~ ~r~_i~lah Dasar Negeri-·-==t-- ___ 1 _____ . ~-=-==·=-=-=-:-=~=~------ -+----------------1-------------

~~-l--- - ·------t- =--L--===-~ ·-·-· ·----t-----

7 I --"-8---l 

LQ. I ----- . ·---· ---+----·-1------
~----~~kolah Dasar ?wast_§; ------------+-----t--------- _1 ----=r 
LJ~-+--_________ ~-- :__----- · -r-=__ ~~---__ --·-i ----------J~--- -- ---- I 7 

l:'." ::~,:,~ N,~,~~=gai------I---r--------------+----------+------------+-------· --1--------, 

~1,t_-s-.;-ko-1~~~---_M---~~--~ah 1----_-_-_---::::::_+- -·-1---=-=----=~------+-- ------+------------!---- -- . 

I Per1a1i1a Swasta , 
;: ------ I ---- =r=-- ---- --I---- ---

d~Ll ·----- ---------'·-- -----_ i .. _j_ ------+,_ -_ -_ -_ -_-__ - -_ -_-_ -_-_ -_ -_-_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ➔_._ -_-----

PENERIMA HIBAH, PEMBER.I HJBAH, 

(N21ria, J-abatsn, NIP, Tanda Ta.ugan & Sternpel) (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) 



2. FORMAT KEPUTUSAN. KEPALA DAERAH TENTANG PENGANGKATAN 
BENDAHARA DANA .BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 
SATDIKMEN/SATDIKSUS/SATDIKDAS NEGERI PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DA:\T BELANJA DAERAH PROVINSI/KABUPATEK /KOTA 
............... 1) TAHUN ANGGARAN ............... 2) 

KEP-JTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
NOMOR ........ 3) TAHUN ...... 2) 

TENTANG 
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERl\SIONAL SEKOLAH 

?ADA SATUAN PENDIDIKAN .......... 4) 
YANG DISELENGGARAKAN PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..... 1) 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
Kesatu 

Kedua 

Ket1ga 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ....... , 1) 

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan 
Pendidikan . . . . . . . . . . 4) yang diselenggarakan 
Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu menetapkan 
Bendahara Dana BOS untuk satuan pendidikan 
Negeri pada Provinsi/Kabupaten/Kota ............... 1) 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu rnene1:apkan Keputusan 
Gu::iernur /Bupati/Wali Kota ....... 1) tentang penujukan 
Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidika:n 
.. , ........ .4) yang diselenggarakan Provinsi/Kabupaten/ 
Kota .......... 1) Tahun Anggaran .. : ......... 2) 

1 ................. .. 
2 ................... dst 5) 

MEMUTUSKAN 
Menunjuk Bendaha.ra Dana Bantuan Operasional Sekolah 
pada Satu2.n Pendidikan........ 4) yang diselenggarakan 
Provinsi/Kabupaten/KotE ......... 1) Tahun Anggaran ...... 2) 
sebagaimana te:csebut dalam .T.,ampfra.n Kep-..1tusan 
Gubernur/Bupati/Wali Kota ini. · · · 
Bendahar.·a Dana BOS untuk Satuan ?endidikan ..... 4} 
yang diseler;.ggarakan Provinsi/Kabu.paten/Kot& ....... 1) 
Tah1.1n Anggaran ...... 2) sebagaimana dimaksud dikturn 
KESATU melaksanakan fungsi menerirna, menyimpan, 
membayarkan, :menatausahaka:a, dan 
mernpertanggungjawabkan J)ana BOS sesuai dengari 
keten tuan peraturan perun dang--undangan. 
Keput~1sax1 ~hibernur/Bupati/Wa.li Kota ini rm:tlai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. · · 

D1t"'+.,0K1 an d1· · Ct.c.....J.. . .., •••••. ~ ... . 

Pad a tanggal ......... ., 6) 

GUBJ.i:F{NUR/Bl)PATI/V./ALIT,<OT~\ ..... 
. . 

·······.······: ........... , ........ 7) 



- 54 -

Salinan keputusan ini disampaikan kepac:a Yth: 

1. ·························· 8) 
2. Dst. 

LAlVIPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...... ~) 

r-- N 

I 
I 

I 

0 

1. 
2. 
3. 
4. 

L 5. 

NOMOR : ..... 3) TAHUN ........... 2) 
TANGGAL : ......................... 6) 

:JAFTAR ~AMA-NAMA BENDAHARA 
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............. 1) 

TAHUN ANGGARAN ................. 2) 

I 

NAMA 
I __ NIP 

NAMA I KETERANGAN 
SATDIK i 

1 
i I I 
I I 

I I, 
i 

I __ L 

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...... ••H, 

.... ····························· 7) 

Tata Cara Pengisia:1: 
1. Diisi dengan r1a.ma pemerintahan daera:::-i; 
2. Di:isi dengan tahun anggaran yang direr:canakan; 
3. Diisi dengan nomor keputusan; 
4. Diisi dengan nama satuan pendidikan; 
5. Diisi dengan ketentuan peraturan perundang-unda::1gan yang terka1t; 

I 

6. Diisi dengan tern.pat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 
keputusa!l kepala daerah; 

7. Di.isi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan; 
8. Diisi dengan nama instansi. 



3. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SATDIK 
NEGERI 

N ama Sekolah 

Desa/ Kelurahan 

Kecamatan 

Provinsi 

Sumber Dana Dana BOS 

r I I I I KODE 

I REKENl'~G I 

I I ii I 
PROGRAM I RJNCiAN PERHITUNGAN I JUMLAH JUl'I.LAH 

I 
BOS BOS 

KEG!~TAN ;.TRAJAN REGULER*) I AFIR.l\1A'3I 
SNP ------T---·-1 (RF) *') 

I ! 
I 
I 

I \'0' U"~ "Al'U AN I HAR GA (RD) 
~ m~ .:0 ·"' SATUAN I · 

-;-----+---+-- I i 
- J ! 

l 2 3 4 5 6 7 8 

I 

9 
I j 

10 11 j 12 I 

I l'-----f----+---+1--+---+---+----+----+-i --I----+- I i 
'------'-------'------'-----'----'------'-------'---·--J ____ __,_ __ ~_~__J 

I I 

Mengetahui, 

Kori1ite Sekolah 

Menyetujui, 

KepalaSatdik ............ , 

NIP ............................. . 

Tata Cara Pengisian Fermat RKAS: 

Bendahara Dana BOS, 

NIP ........................... . 

1. Kolom l, diisi dengan Kode Rekening ant&Gi lain kode rekening belanj2. pegawai 
dan/ atau belanJa barang dan jasa serta belanja modal; 

2. Kolom 2, diisi dengan kode progrnm kegiatan Standar Nat1ional Pendidikan (sr.;Pj; 
3. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai dan bel2,nja barn.ug dan jasa serta belanja 

modal; 
4. Ko.lorn 4, diisi dengan. volume {jumlab. dapc,t berupa jumlah orang/pegawai dan barang 

satuan); 
S. Kolom 5, diisi dengan satuan (unit, 'A>aktu/jam/hari/bulan/tahun, uku:::-an luas, 

uk'..1ran isi dan sebagainya); 
6. Kolom 6, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan p<.'!raturan 

perundang-undangan l,erupa tarif, harga, dan sebagainya; 
7. Kolom 7, d.iisi dengan jumlah rencana belanja BOS Reguler (volume ka1i harga saman); 
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah rencana belanja BOS Aiirmasi (volume kah harga satuan); 
9. Kolom 9, diisi dengim ju:m,lah i·encana iJelanja BOS Kine1ja (volume kali harga satuanj; 
iO. Kc;Jom lO, "t 1, 12, dan 13 diisi jumlG.h rencana pengeluaran pada tiap tahap 
*) BOS Reguler ad.alah program pemerintah pusat untuk penye.diaan pe:1danaan biaya 

operasi personalia dari nonpersonalia bagi Sek,;lah yang bersurnbe1: dari dana alokasi 
khusus nonfisik. 

HJ ROS Afirmasi prngra:n pe;:nerintah pusat y2_ng dialokasikan bagi sat.um pendidikan 
yang berada di daerah te'rtinggal ':lesuai denr;an ketentuan perai:uran perundang·· 
undangan. . 

"'**)BOS Ki:c•e1:ja prog:·am Pemeri·:Ha h Pus;-it yang dialokasik:m. bagi satuan p~ndidikan yang 
dinilai berkinerja baik da1a.m menyclengga.rakan layanan pe:nc.iciika,n. 
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4. FORMAT RKA-SKPD DINAS PENDIDIKAN 

Pro·:insi/Kabupaten/Kota ..... ............ 1) 

REKCA.NA KERJA ANGGARAN 
SA TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .... 2) 

(RKA--SKPD) 

TAHU:'.'J ANGGARAN .................... 3} 

Urusan Pemerinta:1.an 
Organisasi 

................. 4) 
5) 

Pengguna Anggara.:i 
a. Nama 
b. NIP 
c. Jabatan 

................. 6) 

................. 7) 
8) 

t= .. -.~-.. 0-i-;---__,_I •"'_••··· ............... -
1
_
0

N_} a_m_a_F_o_rm __ u_li_r ________ 1 
[ Formulir RKA-SKPD --
1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SA.TUAN KERJA 1 

--, 
Formulir RV.A- i 

SKP:::) I ~------ __ _ . PERA:'.'JGKAT DAERAH -- -~ 

~ 
Tahun A.nggaran ................... 3) ___ J~---

Urusa:1 Pe:_merintahan : ................... _._. _ .. _ .. _· ._ .. _ .. _. _4~) ________ 7 
i- Orgamsa?~------- : . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 5) 

~~rngram · j: 1 ································· !~!~tuan Oper::::1 
~;;:;a;el:.ks:naan. 1--f~::::::::::::·::::::::.: :::::: ~~rlah) 12) : 
~oKaSi t\.eg.tatan ____ _ . I ................................. _14} ____________ ___ _ __ j 
i Jurr..lah tahun n-1 ! :_

1 
................................. 15) _________________ j 

I Jumlah tahun n I: 1 .... ................ :........... 1§1____ -~ 
J Jumlah tahun n+l : : I................................. 17) ~ 
'--------··· Indikator tj_an Tolok Ukur Kjnerja Be~a_________ , 
j . __ J:!]_~1ikator -j' Tolok Ukur Kinerja ~ Target Kincrja I 

1_..Q..?.:,1?_9-1an Progran-::!______ __ _ _ l 
Masukan . 

·-------~--------- ------<---- ------+----------

Keluaran -----+----- -----1---------_j 
__ Basil _________ _J___________ _ _______ 1

!' 

I Rincian A.nggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan 
, B;_~ __ !:La Perangkat D2.erah ! f-=- ·----------------T---- -----------··--- --- ---------] 
1 Kode Rekening ; Uraian. ~ Rincian Perhitui:gar. IJ-u.mlah 

I * 18) \ * 19) I Volume II Satu8.n 1 Barga I 6_ = (3 x I 

I I 
: ·1:20) *21) Satuan ) ~>I 1'2J) I ' l I I 

1----------·-f--------- 2 : 3 ! ---4---~ i-· ,, 2521 i 6 1 
i-~-5-----1-·---I 1 ' 1 _ Belanja ', 1 L L----------1 
j-5-,-2-r···--'---i- BelanJa. r·----------1--+-- --------·-·t--, --- --1 
l--7--·t' ___ j__ ___ ---

1
1 ---· !,al!_~u-~_g _____ ~--------~,-J__________ i 

' c:; r"} I 1 Belanja Pegawai ' ; I . ·~ ' .,__, ~ --~--- ___ _.L,___,___ _ ____________ ;___L ___ . ____ _J 



i 5 2 1 I 
xx I 

i 5 2· l xx 
' 

: 

I s I 2 2 
I 

5 2 12 xx 
i 

xx 
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,. 

! Belanji:l Pegm~~i --
-----

Belanja Pegawai 
: : BOS REG UL ER 
SDN 1 dst 

SMPN 1 dst 
I Belanja Barang 
dan .Jasa 
Belanja Barang 

i clan Jasa 
5 2 I 2 x.x xx J Belanja Barang 

I I 

•. 
I 

I 

I 
I 

I 

I I 
I 

! -

1 I I dan .Jasa 
r---·1----+-+--+----+--------+-------------t--t 
I I I :: BOS REGULER 

! 
r---- I ·' 
~ I I 

! 1· 

! 

SDN 1 dsr 
----~----<--------+---t-

SMPN 1 dst 

--

I 

I 

i 
I 
I 

I 
I 
I 

' --

l---+---+---+---1----1---------1--+--------+--+--------l 
/ I : : BOS AF'IRMASI 

! 
: 
I 

--
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l Gedung ·dan 
I I Baneupan 

: : BOS REGULER 

1 SDN 1 dst I 

I 

: I SMPN 1 dst 
Jumlah i 7 (*24) 

---
................ ., tanggal ......... 25) 

Kepala SKPD Dinas 
Pendidikan 

(tanda tangan) I 
(nama lengkap) I 

I 

p I NL_ 
Kete:rangan 
Tangga1 Pembahasa!l : 27) 

---------------------------------< 
Catatan Hasil : 28) 
·-----------~-----~---------~-----------< 
[_~embahasan : 29) 

---·-------------; 

~=-
' ------ -----------------~-- i k-i-- Tfu1-Anggara:n Pemerintahan Dae1·ah -30) ____ . ______________ j 

ttt--- _::::=~=t~· NIP i -~- J ab:tan ]:::~a Tangan j 
: Ds, 1 , i 

i t I . . l 
,l-·--··__j_-·----------~--------- . . _____ _,.! 

Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD: 
1. Diisi dengan nan:a Pernerintah Daerah; · 
2. Diisi dengan rnrr:a SKPD; 
3. Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakar:; 
4. Diisi dengan nam.a urusan pemerintahan daerah yang diiaksanakan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; 
5. Diisi dengan narr:a organisasi; 
6. Diisi dengan nan:a PA; 
7. Diisi den:gan l\'IP PA; 
8. Diisi dengan ja.batan PA;. 
9, Diisi dengan kode RKA-SKPD; 
10. Dtisi dengan nama SKPD; 
11. Diis1 clengan nomor kode Program BOS yang dananya bersumber dari 

D/\K Non Fisik; . 
12. Diisi dengan :1.omor kode kegistan dan. nama kegiatan yang akan 

dil aksab akan; 
13. Diisi dengan -.:v-aktu pelaks3.naan kegiatan; 
1·'.'.f. Diisi dengan narna lokasi a.tau tempat dari setiap kegiatan y2ng akan 

dilaksanakm~ .. Lokasi atEJJ1 tempat dimaksud dapat berup& nama 
desa/kelurahan, dan kecan:atan; . 

1. 5. . Diisi dengan }umlah perkiraan belanja kegiatan b1:~rkenaan L:1.t.uk 1 
! saiu) tahun seb(Jum:nya; 

16. Diisi dengar: jurnl;::iJ-1 pcrkiraar:t belanja kegiatE.n berkenac:1.n pad.a tahun 
:var:>.g direncanakan; 
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17. Diisi dengan .fumlah perkir2.an belanjn kegis.tan berkenaan untuk 
tahun berikutr:ya: 

18. Diisi dengan :;..code rekening akun, kelompok, jenis, objek, rinciar.. objek 
belanja langsung C::)elanja pegawai serta belanja barang dan jasa 
dibuka objek c.an rincian objek baru yaitu pegawai BOS serta barang 
dan jasa BOS, sedangkan belanja modal dirinci objek sesuai c.engan 
kode rekening berkenaan dan memhuka rincian objek modal BOS 
sesuai dengan kode rekening berken2..an); 

19. Diisi dengan uraian nama akui1, kelompok, jenis, objek, dan rincian 
objek belanja 12.ngsung (belanja pegmvai serta belanja barang dan jasa 
dibuka objek can rincian objek baru yaitu pegawai BOS serta barang 
dan jasa BOS, sedangkan belanja modal dirinci objek sesuai dengan 
kode rekening berkenaan dan membuka rincian objek modal BOS 
sesua:i dengan kode rekening berken2.an); 

20. Diisi dengan jumlah volume yang berupa orang/barang; 
21. Diisi dengan sa.tuan hitung dari target rincia:n objek satuan yang 

direncanaka:i seperti unit, waktu/jarn/hari/bulan/tahun; 
22. Diisi c:1.engan rekapitulasi belanja sesuai kode rekening berkena2.n; 
'.~3. Diisi dengan n::erekapitulasi jumlah uraian rincian objek per satuan 

pendidikan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja 
kemudian dijumlahkan menjadi jumla,h jenis belanja .. Penjumlahan 
dari seluru.h je:i.is belaqja merupak~n jumlah kelompok belanja yang 
dituangkan dalam formulir RKA-SKPD; 

24. Diisi dengan penjurr:Jahan dari seluruh jenis belanja langsung; 
25. Diisi dengan anggal, bulan, tahv.n berdasarka11 pembuatan RKA-

SKPD; . . . 

26. Diisidengan tanda tangan oleh· kepala SKPD dengan ·mencantum.kan 
narna lengkap dan I\IP yang bersangkutar:; ' 

27. Diisi dengan tanggal pernbahaf:an for:rn.1lir RKi'\.-SkPD oleh L\.PD; 
28. Diisi apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk 

rr:en.dapatka::1 perhatian kepala SKPD dicant1.1mkan dalaff_ baris 
catatan hasii pembahasan; 

29. Dils idengan kesimpulan pembahasan; 
30. Diisi dengan tanda :angan seluruh anggota TAPD formulir R.K.A-SKPD 

yang telah dib,c1.:ias yang dil.engkapi n':"mc,t.,NIP, dan ... yabatan 
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5. FORMAT DPA-SKPD DINAS PENDIDIKAN 

Frovinsi/Kabupaten/Kota *) ................. 1) 

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN 
SA.TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 

TA.HUN ANGGARAN ................... 2) 

Urusan Pemerintahan 
O:-ganisasi 

................ 3) 

................. 4) 
Pengguna Anggaran 
a. Nama ................. 5) 
b. NIP , ................ 6) 

c. ,Jabatan ................. 7) 

Kode / Nama Formulir ;; 

i - . - •. -·-- ·---- - I! 

~--~---• 8) 1. ........... _ ... _9~) _______________ I 

L ______________________________________________________________ ----~! 

Form~lir DPA-SKPD 

1 DOKUMEN PELAKSANAAN II N01\10R DPA-SKPD IFORJVilJIJRl 
! ANGGARAN · DP.A-S·K .. ·PD:, 
I SAT?AN KIDRJA PERANGK..A.T :-- -

~~H ~--- ! XXX ] xx I xx l __ :~1-5~_2 ___ ___,! 

!- Provinsi/Ka.bupaten/Kota 
!-------------·- ~ _____ 1_·a_h_u_n_1\Q.ggaran .. ::.:.· 2) ________________________ _, 
: Urusan · : ... , ..................... 3) i 
I Perr{erintahan --------------------------------· _____ .. _______________ j 
1 Org.r:i_,..i.•1·".··'.8 ... s·1· : 4) I 

~o -"'· ............ ., .. ::--···--· ---------- ---1 
Prograr.n . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. 10) __________ _____ _J 
Keaiatan . . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . 11) ! 

-----------1 
.......................... 12) I 

---------- -- ____________________ j 

Waktu 
Pela~sanaan ----------
Lokc:.si Kegiatan .......................... 13) i 

---------·-·-------------·---- ------- --1 

f· 8}:l_I_T-ber Dana. : Dana B_OS _______ ----·-------·---.. -- ____ j 

, -·----------· Indikator dan Tolok 1!k1::'!I_I{i~~§: Belanja ___________ ] 

~-_!f~:io~F~E.o~ __ §§_Saran ~fegiatan : · · __ ___ ·---------1 
l Rindan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kinerja 
, Perangkat Daerah , L. .. ________ ,, ______________ l _______ ,, .-----"'~------- ---------·--·-------·-------
'1 r(od•· T~ r-· 1.,,."'n1· ng I U1 .. a, ,·ln ·, 5\ i R1· 1, c1· ,·, ·n Perh 1· "-1.11·1 c- 0 ·r1 I T- 1,,, lal" i 1 . \.,, .... "-".r"'_,..,. ...c .~ ._ J j. . .... .cu .. t , . L ·t-;,c.;,;... t,... ~- ...... 1 .1 i 
I . '' . I ' ! ' 

~ _____ __l'ij_ ____ I i Volurr;e :satuan ·; i)fff'1ii~----19)---1 
'· ! ·1 ~i ! C'r - nl i 

[ i ! . O; I f>cl:~a .. _ ! 

[~~-==~·:·1 --·----. --·t·--_-- -~:_-~-~~-=~----L ______ 3 _________ __i__,~=-~t~~~~---j-~-=~=~-~~ 3 x 5 __ ] 
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! 5 I 
I 

5 r) . Belanja L, 

Langsung 
5 2 1 Belanja 

Pegawai 
5 2 1 X,"{ Belanja 

Pegawai 

5 2 1 xx xx: Belanja 
Pei;;awai 
.. BOS 

I 
.. 
RE:J-ULER 

I SDN 1 dst I 
! SMPN 1 I 

I dst 
I 5 2 2 Belanja I 

! 
Barang 
dan Jasa 

I 5 212 xx 3elanja I 
i I 3arang 
I dan Jasa -

5 2 2 xx xx 3elanja 
3a::-ang 
dan Jasa 

I .. BOS ·• 

~EGULER ~-

SDN 1 dst 
r SMPN 1 

dst 
BOS 

AF=RMASI 
SDN 1 dst 
SMPN 1 
-:ist I --· -

I I .. BOS 
I 

I ! KINERJA 
! 

7 
l SDN 2 dst l I : I 

SMPN 21 ! I I 
I dst 

I 
I 

i ! . .l 

1 
5 2!3 Be~anja 

I ! 
Modal i i I i / 1-----· 

I 5 2 3 xxl Be~anja 
I I 

I 
I 

I Modal I I 

I i I Peralatan +--+-- ! 
1 dan Mesin 

2+3 1xxl xx 
-- -7 

5 Be~anja i 

I I I Medal I i 
l 

PernJatan I I I I I I 

+7-· 
I 

I ' da:i Mesin I 
I I BOS ' .. 

I i1 J .. 
I 

; 

l--~-- I REGULER I 

I I I 
I -- - --

I 

I 
I i ! i SGN 1 dst i 

I 
i 

l ___ J ____ 1 _ 
-1 

i SMPN 1 ! 
I 
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dst 
.. Bos· .. 
AFIRMASI 
SDN 1 dst 

! SMPN 1 
dst 
.. BOS .. 
KINERJA 
SDN 2 dst 
SMPN 2 
dst 

5 12 3 xx Belar..ja 

I Modal Aset 

I 
Tetap 
Lainr..ya 

5 12 3 xx xx Belanja 
I Modal Aset 

I I I Tetap I 

i I Lainnva ,__ 
J .. BOS .. 

REGULER 
SDN 1 dst 

I SMPN 1 

I .l 
I 

dst 
I 
I 

5 2 3 xx Belanja I 
i 

M:Jcal 
Gedung da 

I 

Bangunan i I 

5 ,') 3 xx xx Belanja ,:.. 

I I Modal I I i Gedu:1.g 

! d2.n 
Bangunan 

I 
.. BOS .. 

l L- REGULER I 
I J 

SDN 1 dst 
SMPK 1 I i I I i 
dst I I 

Jumlah :-

Rencana Pendapatan per Tahap ... 2-QL 
·-

___________ J 

-'Tahap 1 :Rp ........... . . ............ , tanggal .......... 21; 
:Rp ........... . Mengesahkan, I Tah2.pII 

TahapIII 
Jumlah 

:Rp ........... . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
:Rp .......... . 

I 
(tanda tangan:, 22) 

(nama lengkap) 
I L__ ____________ _ NIP. I --~----------- _____ _I 

Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD: 
J.. Diisi dengan nama pemeri.ntah daerah; 
2. Diisi dengan tanun angga.ran yang direncanakan; 
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3. Diisi dengan nomor kode urusan peme:-intahan daerah dan nama urusan 
pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi SKPD; 

4. Diisi dengan narr:.a organisasi; 
5. Diisi dengan narr:.a PA; 
6. Diisi dengan NIP PA; 
7. Diisi dengan jabatan PA; 
8. Diisi dengan kode DPA-SKPD; 
9. Diisi dengan nama SKPD; 
10. Diisi dengan kode program dan nama program dari satu kegiatan yang 

berkenaan; 
11. Diisi dengan kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 
12. Diisi dengan tanggal bulan dan tahun kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 
13. Diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat ber.1pa nama 
desa/kelurahan atau kecamatan; 

14. Diisi dengan nomor kode rekening keiompok, jenis, objek, rincian objek 
belanja; 

15. Diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek; 
16. Diisidenganjumlah volume yang berupa orang/barang; 
17. Diisi dengan satuanhitung dari ta:-get rincian objek satuan yang 

direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun; 
18. Diisi dengan rekapitulasi belanja sesuai kode rekening berkenaan; 
19. Diisi dengan merekapitulasi jumlah uraian rinc.ian objek per satuan 

pendid1kan Setiap objek beianja pada masing-masing jenis belanja 
kemudian diju:nlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari 
seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja yang 
clituangkan dalarn formulir DPA-SKPD; 

20. Rencana pe:qyah.:;.ran/penerioaanDana,BOS setiap tahap selama tahun 
anggaran yang direncanaka:1, yang digunakan langsung oleh Satdik 
:negeri; 

21. Diisi dcngan tanggaJ. bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA­
SKPD; 

22. Diisi denga.n tanda tangan PPKD dengan ·mencantumkan naoa lengkap 
dan nomor ind-.1k pegawai yang bersangkutan. 
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6. FORMAT SP2T DANA BOS 

l J 
SURATPENGESAHAN 
PENDAPATAN TRANSFER (SP2T) 

LOGO DAERJ\H Nama BUD : ......... 02) 
f---------------=---_-_::-_::_::_::::~-----1 Tanggal : ......... 03) 

I Nomor : ......... 04) 
Kode Rekening : .... 01 Tahun Anggaran : ......... 05) 
Telah disahkan pendap2.tan transfer sejumlah: Rp .......... 6) 

1 
( ••••• dalam huruf ....... 07J 

~---------------------< 
....... , tanggal ............. 08) 
................................. 09) 

....... ·················· ..... 10) 
NIP ............... :.:__:_:_:_:.:.:..UJ ___ _ 

Tata Cara Pengisian Format SPB: 
l. Diisi dengan nomor koc.e rekening pendapatan transfer; 
2. Diisi denga:n. nama BCD/Kuasa BUD; 
3. D1isi tanggal penerbitar.. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T),; 
4. Diisi dengan nomor penerbita:i SP2T 
5. Diisi dengan tahun anggai·an :;.,enerbitan SP2T; 
6. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan transfer; 
7 Diisi dengan jumlah penerimaa.n pendapatan transfer dalam huruf; 
8. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbita:.1. SP2T; 
9. Diisi dengan nama Jabatan (EUD/Kuasa BUD); 
10 .. Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD; dan 
11. Diisi dengan NIPBUD/Kuasa BUD yang bersangkutan 
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7. FOR:'.VIAT SP2H DANA BOS 

[ LOGO DAERAH J 
SURA':' PENGESAHAN 
PENDAPATAN HIBAH 
(SP2H: 
NamaBUD 
Tanggal 
Nomor 

: ......... 02) --------- : ......... 03) 

---------------! 
: ......... 04) 

Tahun Anggaran : ......... 05) 
Kode Rekening 

I : .... 01) 
/ Telah disahkan pendapatan hibah sejumlah : 

( ..... dalam h uruf.. ..... 07) 

Rp .......... 06) 

1----------------------------------------
....... , tanggal ............. 08) 
··-··········· .................. 09} 

; 

I 
I 

I---------------- ...... , ....................... 10) 
NIP ..................... 11) 

Tata Cara Pengisian Format SP2H: 
1. Diisi dengan nomor kode :::-ekening pendapatan hiba'.:1; 
2. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; 
3. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapa::ari H1bah (SP2I-I); 
4. Diisi dengan nomor penerbitan SP2H 
5. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2H; 
6. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan hibah; 
7. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan hi bah dalam hur11f; 
8. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbi.::an SP2H; 
9. Diisi dengan narn.a. Jabatan (BUD /Kuasa BUD); 
J.O. Diisi dengan r:anrn BUD;Kuasa BUD; dan 
11. Diisj dengan NIP BUD /Kuas2. BUD yang bersangk1;_tan. 

I 
I 

_ __J 
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8. FORMAT SPB HIBAH DANA BOS 

L LOGO DAERAH J -------- SURAT PENGESAHAN 
(SPB) ::.:IIBAH 

~--------------------1 
I 

BELANJA 
DANA BOS 
Nama BUD : ......... 02) 

Kode Rekening Tanggal : ........ 03) 
: .... 01) Nomor : ......... 04) i 

i Tahun A:1ggaran : ......... 05) 
I Telah disahkan nela_---ija hibah Dana BOS pada satdik .... 06} sejumlah 
':Rp .......... 07) 

( ..... dalam huruf.. ..... 08) 

....... , tanggal ............. 09) 
................................. 10) 

.............................. :..1) 
NIP ....................... 12) ----------·-------------

Tata Cara Pengis~an Format SPB Hibah Dana BOS: 
1. Diisi dengan nomor kode rekening belanja hibah; 
2. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; 
3. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Belanjf;!. (SPB) I·hbah Dana 

BOS; 
4. Diisi dengan nomor penerbitan SPB Hibah Dana BOS 
5. Diisi dengan tahur: anggaran penerbitan SPB Hibah Dana BOS; 
6. Diisi dengan nama satd1k; 
7. Diisi dengan jumlah belanja hibah Dana. BOS; 
8. Diisi dengan. jumlah belanja hibah Dana BOS dalam huruf; 
9. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal pene:rtitan SPB Hib2h Dana 

BOS; 
10. Diisi dengan nama .Jabatan (BUD/Kuasa BUD); 
11. Dijsi dengan na:ma BUD /Kuasa BUD; dan 
12. Di1si dengan NIP BUD /Kuasa BUD yang bersangkuta.n. 
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9. FORVIAT BUKU KAS, BUK.O PEMBANTU KAS, BUKU PEMBANTU 3ANK, 
BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKU PEMBAKTU PEMBANTU RL"'\ICIAN 
OBJ::3:K. 

a. FORMAT BUKU KAS UMUM 

Bulan: ......................... 1) 

Kama Sekolah ............................ 2) 
Desa/Kelurahan : ............................ 3) 
Kecamatan ........................... 3; 
Kabupaten/Kcta: ...................... ., .... 4) 
Provinsi ............................ 5) 

!NO. TANGGAL I KODE NOMOR[URAIAN i PENERIM.AAJf PENGELUARAN SALDO I 
I ;REKEN1N<} BUKTI 
! 11 12 13 14 15 ! :6 17 18 

I -
' ! i I 

-~ ' 
I I i 

L-.----

Saldo BKU Bu:an ..... 1) sebesar ........ 6) 
Terdiri dari 
Saldo Tunai 
Saldo Bank 

: ........... 7} 

······· 8\ 

Mengetahui, 
K.epala Satdik. ............ ,9) 

NIP .................. "' ........ . 

.......... ' ............ , ....... ".' ............ ]_ J) 
Bendahara Dana BOS, 

NIP ..................... . 

Tata Cara Pengisian Format Euku Pembantu Kas: 
l Diisi dengan narna bulan; 
2 Diisi de!1gan nama sekolah; 
:3. Diisi derJgan nama desa/kelurahan dan kecamatari; 
·l. Diisi dengan :J.ama kabupaten/kota; 
5. Diisi dengan :iama p::-ovinsi; 
6. · Diisi dengan 1. .. mlah saldr:i BKU~ 
,.., , . Diisi dengan :umlah saldo tunai di kas Bendaharn BOS; 
8. Dii.si dtngan :umlah salclo di. reKeningSatdik; 
9. Diisi dengan ::,ama kepaia Satd:k; 
.to. Diisi de11gan ::empat, tar..ggal, b~lan dan ::ahm1; 
11. Kolorn l, diis~ deng2n nomor urnt; 
1;!. Kol.om 2, diis: deng2..n tanggal transaksi Dana BOS; 
J'.3. Kolom 3, dils: deng2.n kod.e nkening; 

Kclom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjm'l.·aban Yang 
Sah (Bukti SPJ); 

lti. Kolon: 5, diis: deng~m uraiar:. transaksi dana BOS; 
16. Kolo:m 6, diisi denga., jumlah .:-upiah Da:1a BOS yang diterima Bendaharn Dana 

BOS; 
17. Kolo:rn 7, diis: derigan rupiah ·Dana BOS yang dikeluarkan Dana BOS; 
18. Kokrn. &, diisi <lenga"l. urnlah salclo dari sald,, sebelumnya dit2.n1bah f,'encrimaan 

a'.,au pengeluaran pada saat transaksi 

I 
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b. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS 

i 
I 

i 

Bulan: .............. 1) 

Na.ma Sekolah : ......... ,. ................. 2) 
Desa/Kelurahan : .................. ., ........ 3) 
Kecamatan 
Ka bu paten/ Kota 
Provinsi 

: ............................ 3) 

: ························""·· 4) 
. ~) ............................. ;) 

I\O. TANGGAL ~OMOR INOMORIURAIAN I PENERIMAAN 
BKU I BUKTI 

8 9 10 11 12 13 

PENGELUARAN SALDO 

14 15 

---
L_ I 

-

Mengetahui, ·······················, ..................... 7) 
Kepala'Satdik ............. , 6) Benda.hara Dana BOS, 

NIP ........................... . NIP ......................... . 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas: 
1. Diisi dengan nama bulan; 
2. Di.isi dengan nama sekolah; 
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecama.tan; 
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota; 
5. Diisi dengr-tn narna p·ro,,insi; 
6. Diisi dengan nama Satdik; 
7. Diisi de4 gan nama ternpat, tanggal, bulan dan tahun; 
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 
9. Kolorn 2, diisi dengan tanggal transak.si Dana BOS; 
10. Kolom 3J diisi dengan nornor BKU; 
11. Kolom 4·, ct11s1 dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat 

Pertangg~UlKi:lwaba:.1 Yang Sah (Bukti SP-J); 
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi dana. BOS; 
13. Kolom 6, di.si dengan jumlah .rupiah Dana BOS yang diterima 

bendahara Dana BOS; 
14. Koiom 7, diisi de.ngan ru.piah Dana BOS yang dikeluarkan Dana 

BOS; 

15. Kolom 8, diisi 'dengan jum!ah saldo dari saldo sebelumnya 
di tarn bah penerirnaan atau pengeluaran pada s'aax transaksi. 

i 
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c. FORMAT BUK-J ?SMBANTU BANK 

B0..1lar:.: ............................ 1) 

Narna Sekolah 
Desa/ Kelurahan 
Kecmnatan 
Kabupaten / Kcta 
Provinsi 

: ···························· 2) 
: .. ·························· 3) 
: ............................ 3) 
: ............................ 4J 
: ···························· 5) 

I 
--

PENERIMAAN I PENGELUARI\~ I SALDO I I NO. TANGGAL :'.'J::>MOR iNOMOR URAIAN 
i BKU i BUKT! 

i 13 14 l 15 8 9 10 I 11 12 -·---
I I 

I 
I I 

' 

Mengetahui, .... •, .................. ~ . . . . . . . . . , ..... " .. 
Kepala Satdik ............ , 6) Bendahara Dana BOS, 

NIP ......................... . NIP ......................... . 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pem ban tu Ban'.c<:; 
1. Diisi :ien.g81 :iama bulan; 
2. Diisi :leng2.n :.1.ama sekolah; 
3. Diisi ::lengan qa:na desa/kelurahan dan kecamatan; 
4. Diis~ dengan na:::11.a kctbupaten/kota; 
S. Diisi :lengan na:na provinsi; 
6. Diisi -:.tengan na:na Satdik; 
7. Diisi ".'lengan na:na tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
8. Kolom J., d·iisi der:gan nomor urut; 
9. Kolom 2, diisi dei:gan tangg2d transaksi Dana BOS; 
10. Kolom .3, diisi ciengan nomor BKU; 

--
I 

---! 
I 

I 

.. 7) 

11. Koiom 4, di:.s1 denga.n Nomor Bukb Dckumen / Surat 
Pertangg1.J.ngjmvo.ban Yang Sah (Bul--::ti SPJ); 

12. l{olom 5, d:isi dengan uraian transaksi dana BOS; 
12. :r(oldm 6, diisi det1gaa jumlah rupiah Dar..a BOS yang c:iterirn.a 

·:Jen.dab.ara Dana BOS; 
14. ~olom: 7, d.jsi dengan nipiah Dana BOS yang dikeluSt.rkan Dar:.a BOS; 
1.5. ~.olorn 8, c.:is'.:. dengan ,;umlah s::=.:.ld.c dari saldo sebelumnya ditambah 

::-;ene:drnaan atau per:.ge!uaran pada saat transaksi. 
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d. FGRMAT BUK1~- PEMBANTU PAJAK 

Bulan: ...... ····:··· 1) 

Nama Sekolah 
Desa/Kelurahan 
Kecamatan 
Ka:mpaten/ Kota 
Provinsi 

r-

1 

L 
I 

---~ 
~ TANGGAL 

8 . 9 

: ················· ......... · .. 2) 
: ········· ................... 3) 
: ............................ 3) 
• Ll:.) . . .................... : .... ~ . 
: ....................... · ..... 5) 

NOMOR \NOMOR URAIAN 
BKU i BUKTJ 

10 I 11 12 
i 
I 
I I __j__ -

-----
PENERIMAAN I PENGELUARA~-l" SALDO 

I 

13 I 14 15 

I 
I 
I ---~-~-1 

Merigetahui, n) 
••••••••••• .. •••• ...... , ...................... 1 

Kepala Satd:.k. ............ ,6) Bendahara Dana BOS, 

l'JII). . . . . .. . . . . . . . ............. . "NIP ........................ .. 

Ta!a Cara Peng:.sian Format Buku Pembantu Pajak: 
1. Diisi deng2.).1 nama bulan; 
2. Diisi deng2.n nama sekolah; 
3. Di1si deng2.n narn .. a. desa/kelurahan dan kecamatan; 
4. Diisi deng2.n nama kabupaten/kota; 
5. Diisi deng2.n nama provinsi; 
6. Diisi den.g2.n nama Satdik; 
7. Diisi deng&.n naina tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
8. Kolom 1, diisi der:.gan nomor urut; 
9. Kolom 2, diis1 der:gan ta_nggal transaksi Dana BOS; 
10. Kolom 3, diisi der:gan nomor BKU; 
l L Kolom 4, diisi dengan Nomor Buidi Pemotongar.i atau Per:yetoran 

Pajak; 
12. Kolom 5, diisi der:gan uraian transa.ksi Dana BOS; 
13. Kolom 6, d1.isi der:gan jumlah rupiah pemotongan pc\ja.k; 
14. Kolom 7, diisi der:.gc\.n jumlah rupiah penyetoran pajak; 
15. Kolom 8, di:.si dengan ju:rnlah ;saldc dari saldo sebelumnya di:ambab 

penerimaan atau pengeluarar. pada saat tr2.rtsaksi. 
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e. FORMAT BUKC PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA 

B:.iian: .............. 1) 

N ama Sekolah 
Desa/Kelurana:i 
Kecamatan 
Kabupaten / Kota 
Pr:)Vinsi 
Kode dan N ama Rekeni:ig 
Ar:ggaran Belar:ja -

: ............................ 2) 
: ............................ 3) 

: ···························· 3) 
: ············· ............... 4) 
: ···························· 5) 
: ............................ 6) 

: ···························· 7) 

TANGGAL ~OMORBKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN 

10 11 12 13 14 15 

Mengeta'1.Ui, ....................... , ...................... 9) 
Kepala Satdik Negeri ............. ,s: Bendahara Dana BOS, 

NIP ......................... . NIP ......................... . 

Tata Cara Pe:igisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja: 
l. Diisi der:gan nama bulan; 
2. Diisi der:gan nama sekolah; 
3. Diisi der:gan nama desa/kelurahan dan kecamatan; 
4. Diisi der:gan nama kabupaten/kota; 
5 Diisi der:gan nama provinsi; 
6. Diisi der:gan kode dan nama rekening; 
7 Diisi der:gan jumlah anggaran belanja; 
8. Diisi dengan nama Satdik negeri; 
9 Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
1 0. Kolom 1, :Lisi der:gan tanggal transaksi; 
11. Ko lorn 2, ::Lisi dengan nomor BKU; 
12. Kolom 3, ::Lisi uraian transaksi; 
13. Kolom 4, ::Lisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi; 
14. Kolom 5,. diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi 

transaksi. 
15. Kolom 6, :Lisi dengan anggaran dikurangi jumlah. 
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10. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS 
SETIAP SEMESTER: 

Bersama ini kam:. laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk 
semester .......... 1) tat.u.:i. ....... 2) sebagai berik..1t: 

No. Uraiar.. Jumlah Realisasi Realisasi Jumlah Selisih 
Anggaran s/d Semester Realisasi /Kurang 

(Rp) Semester ini s/d (Rp) 
sebelumnya (Rp) Semester 

(Ro) Ini (Rp) 

Penerimaan ........... *) 

: : BOS Reguler 
: : BOS Afirmasi 
:: BOS Kir:er-a 

Jumlal: 
l 

Pengeluaran 
a. Belania Pegawai ........... **) i 

: : BOS Reguler 
b. Belanja Barang ........... **) 

dan Jasa 
:: BOS Reguler 
: : BOS Afi::-masi I 

:: BOS Kir:erja 
' c. Belania Modal: ........... **) l 

1) Belanja ........... **) 

I Modal 
Peralata.n 
dan Mesin 

-· 
: : BOS Reguler 
: : BOS Afirmasi 
: : BOS Kinerja 
2) Belanj2. ........... **) 

I Modal Aset 

I 
Teta::> 
Lainnya 

: : BOS Regule::- I 

I 
3) Belanja ........... **) 

I Modal 
I 

i 
Gedung dan 

f 

Ba.nITT1nan 
! : : BOS Reguler 
I 
I Jumlah 

Laporan realisasi yar:.g disampaikan telah sesuai dengan sasa.ran 
penggunaan yang ditet2.pkan dengan peraturan perun.dang--undanga.:i. dan 
teia::1 didukung oi.eh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ke1:entuan 
y2.ng berlaku dan -::>ertanggungjawab atas kebenarannya. 

Demikian laporar:. realisasi ini dibuat untuk digunakan sebag:aimana 
mestinya. 

. ............ , tanggal ............. 3) 
Kepala Satdik ........ 4) 

r-J"n:) .................. . 

--

i 
i 

I 
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Keterangan: 
Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja 
Dana BOS Semester; 
1. Diisi dengar. semester berkenaan; 
2. Diisi dengar. tahun anggaran berkenaan; 
3. Diisi dengar. nama temi;at, tanggal, bulan dan tahun; 
4. Diisi dengar. na-rna Satdik; 
*)diisi berdasarkan alokasi Dana BOS dan Sisa Dana BOS yang ada di 
rekening benda::iara Dana BOS yang menjadi SiLPA; 
**)diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS. 

11. SURAT PERNYATJ\.AN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN REKAP!TULASI 
PEMBELIAN BAPANG MILIK DAERAH 

a. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 

SURAT PERNYATA_J'.\N TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Nomor: ........................ (1) 

1. Nama Satdik ....................... (2) 
2. Kode Satdik ·········· ............. (3) 
3. Nomor /tanggalDPA-SKPD ········ ............... (4j 
4. Kegiatan Dana BOS ....................... (5) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung 
jawab secara forrr:al dan :::naterial atas kebenaran realisasi penerimaan 
dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran 
pa.jak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester 
......... (6) tahun anggaran .... (7) dengan rincian sebagai berikut: 
A. Saldo Awal Dana BOS (8) Rp ............................ . 
B. Penerimaan Dana BOS (9) 

1. Tahap I 
2.Tahap II 
3. Tahap III 

Jumlah Penerimaan 
C. Pengeluaran Dana BOS 

1 . J enis BelanJ· a Peeawai 
'" 2. Jenis Belanja Barang dan Jasa 

3. Jenis Bclanja Modal 
,Jumlah 

D. Sisa Dana BOS (A-B) 
Terdiri atas: 
1. Sisa Kas Tun,ai 
2. Sisa di Bank 

Rp. ···························· 
Rp .............................. . 

Rp. ······························· 
Rp. ······························· 

Rp ............................. . 
Rp .............................. . 

Rp. ·············· ...... ······:··· 
. Rp. ······················ 

_R.p .... .... ············ .... . 

Rp .............................. . 

Rp. ···················· ·········· 

Bukti-bukti atas belanja tersebw: pada hu:ruf B disimp.an pada Satdik." .. 
untuk kelengkapan Admmistrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai 
peraturan per:.:mdang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebu: tidak 
benar ys,ng rnengakibatk;;i.n kerugian daerah, saya bertanggur:gjawab 
sepenuhnya at.as k:erugiar: daerah di:maksu.d sesuai kewenc1x1g2.n saya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

························(10) 

Kepala Satdik. ................ ( 11) 
NIP ............................ . 

Keterangan : 
Tata Cara Peng1sian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak: 
l. Diisi d.engan namer SPTJM Satdik ................. ; 
2 Diisi nama Satdik. ........... ; 
3. Diisi kode Satdik. ........... ; 
4. Diisi Nomor c.an tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan; 
5. Diisi kode kegiatan Dana BOS; 
6. Diisi dengan semester berkenaan; 
7. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan; 
8. Diisi dengan saidoawal Dana BOS, 
9. Diisi penerimaan Dana BOS per taha.p; 
10 Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPT-JM; dan 
11. Diisi Nama dan NIP Kepala Satdik. 

b.. FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH DARI 
DANA BOS SATDIK NEGERI 

Nama Sekolah 
Des2./Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota 

: .. ' ................................... 1) 

: ························ .............. 2) 
: ························••.•---·········2) 
: .-. .................................... 3) 

Provinsi · . ···································· ... 4) 

i No. NAMA BARANG MILIK j JUMLAH HAl:~A I Ju:viLAH 
I l DAERAH 1 0NIT SATUAN (Rp) 

I I fR . . ' 
1----7 --+------ s -------~- 9 ·~ o · 11 1 
t-··--··· '·--·-----f--------· ---------+---- ------1-------i--' -----

~---~ . ------- -i__. _____ l__________ i_____ --~ 
Mengetal:.Lii, .............. : . ............. 6) 

Kepala Satdik Negeri .... 5) Bendahara Dana BOS 

NIP: ................. . NIP . .. : ...... ........ . 

Tata Cara Pengisic:n FormP-.t PembeEan Barang/ Aset: 
1. Di1si dengan nama sekolah; 
2. DEsi dengap r:ama. desa./keh:.rahan dan kecarnatan; 
3. Diisi dengan narna kabupaten/kota; 
4. Diisi denga.n nama provinsi 
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5. Diisi dengan nama Satdik negeri; 
6. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
7. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 
8. Kolom 2, diisi dengan nama barang milik daerah; 
9. Kolom 3, diisi dengan jumlah unit; 
10. Kolom 4, diisi dengan harga satuan; 
11. Kolom 5, diisi dengan jumlah. 

12. LAPORJ\:'.\T REKAPITULASI REA_LISASI PENGGUNAAN DANA BOS SETIAP 
TAHAP PENYALURAN. 

Satdi1::.: mer.yusun Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Da..7.a BOS 
setiap tahapan berdasarkan format yang diatur dalam Juknis penggunaan 
Dana BOS berdasarkan peraturan menteri yang menangani ur..1.san di 
bidang Pendidikan. 

Taha.p .............. 1) · Tahun ............. 2) 
Nama Sekcflah ............................ 3) 
Desa/Kelurahan : ............................ 4) 
Keca:natan : .• .......... , ................. 4) 
Kabupaten/Kot2. : ............... " .......... 5) 
Provinsi :· ............................ 6) 
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I can 
I I:nple:rnen tas:. · 
! Sistern Penilaian 

I 

I ! l i I I 
Saldo ;Jana BOS Reguler Tahap sebelumnya : ........... 7) 
Dana BOS Reguler Ta.hap Ini : ........... 8) 
Total Dai.7.a BOS Reguler Tahap Ini : ........... 9) 
Total Fenggunaar: Dana BOS Reguler Tahap Ini . . . . . . . . . . . . l 0) 
Saldo ;Jana BOS Reguler Tahap Ini : ........... 11) 

Mengetahui, ....................... , ···············••«••··13) 
Kepala Satdik ............. , 12) Bendahara Dana BOS, 

NIP ............................ . NIP .. : ... "··················· 

Tata Cara Pengis~an Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS setiap 
tahapan. 
1. Ihis: dengan tahapan berkenaan; 
2. Diis: dengan tahun berkenaan; 
3. Ihis: dengan na□a sekolah; 
4. Diis·. dengan na□a desa/kelurahan dan kecamatan; 
5. Diis: dengan na□a kabupaten/kota; 
6. Diis: ciengan na□a provinsi; 
7. Diis:. cengan .1umlah Saldo Dana BOS Reguler Tahap sebelumnya: 
8. Ciis:. ,::engan jumlah Dana BOS Reguler Tahap berkenaan; 
9. Diisi c.engan jumiah Total Dana BOS Reguler Tahap ·oerkenaan 
10. Diisi dengan jumlah Total Penggunaan Da.na BOS Regu~er Tahap 

·;:)erkenaan; 
11. Diisi deng;an jumlah S2Jdo Dana BOS Reguler Taha.p berkenaa:n; 
12. Diisi dengan r:.2.ma Satdik negeri; 
13. :Uiisi dengan n2.ma tempat1 tanggaL bulan: dan tahun; 

1-3. FQRMi~'T SP2B 'DANA BOS SATDIK NEGERI PADA APBD TA ..... PR.OVINSI 
1·1 1 -"- F"B.-lJP!\'r·,..,.-r-.T 'Ko-r·~ ..,. .Ai ~ rl..:-1.. f. f1 tS1 'J ! .. .~ " w ••• ••••••• ~. w •• , •• ~. 

a .. FORlVlP.,T SP2B 

,., ______________________ ·----· ------·-------------------------------7 

SKPD DE~AS PENDIDIKA.N .... (0 l) I 
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2BJ 

[---·------- _ ·------ _.. _ r~•a~@t .... _. .. _L02) Norn or: ......... .(QlL__________ __ __ ] 
! Kepali=J SKPD Din as · ·Pendid1kan ................. '......... (04) rnernol-10n I 
l . . ! 
, keoada: [Bendahara u m1..1m· Daerah --selaku-·PPKD ---------------------------···-·-·-··-------- i 

. ·---------------- . . --------------·------------- .--- --------------- -------·;-i 
I· agar IT}engesa.rikarr d.an mcmbukukan penerim~an ·.clan ~elanja BOS ! 

se,l.unJah • i l-- .... ~-- ----------- __ . ----------------------------------·-------------------i 
1 ' ('al-~oA···al r.ip (oc::L '1 i .l . 0 u ~'-!:'_________________ .(', . . . :.:.:: .. :...:~.:..:.:...:.:.: .. :...:..:.:...:: . . . . . . . . ,J ·-·--7 
!_ ___ J __ ~_P~!1tn~~aa~------ __________ Rp ....... .,.......... ......... (06) 

1 
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,--------------------- ----------. ---·-··--•--,•-···---·-·------------------
3. Belanja 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c) Belanja 1\/Iodai 

4. Saldo Akhir 
I UnL1k Ser.:iester 
! 

Rp. 
Rp ....... ; .. · ......... . 

R·p ........................... . 

Rp. ··························· 
Rp. ··························· 

(09) Tahun 

(07) 

(03) 
Anggaran 

k:··••···· ·········· (::.OJ 1 
~- Dasar Pengesahan: urusan Organisasi . . . . . . . . . -
I(] 1) ........... , ............. . ...... , .. -.,.-. -.-.. -... ·-.. -... -.. ~. - ................. 7 
i ( 12) ___ J 
I Program, :k•cgiatan j 

~-------------xx_._'"_··---~· _xx. ___ .. _ .. _ .. ·_._,__( 1_3_,_)_ _ __________ 
7 

I PENERIMAAN BELANJA ' ~--------------------+-----------------
i Kode Rekenin --t----- Jum~ah 
, ..................... (14) I 
j I . . . .. . .. . .. . . . . .. ( 16) i . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ( 1 7) 
I I 
L----------,------ I 

i ~urr.l~h I ~!;;\ ............. 1 Ju~lah Belanja l Rp ............... (18) .-
L ... enenmaan ____ 1 t l !_2_r . . :--1 
,___ __________________ _iJ:Jl._ ......... _ , tan~gal s~_per~i ~i ~tas7 
~--~--------------·-K_e_.p_a_i_a_s_K_PD Dmas ,.endd1kan. ·.~ 

. -· ..... · .......... ········ ''.' ·:····· ... , ·:~.::.:.:..:.: ________ ~ 
J'{JP ...................................... (21) i 

---------------------------- ----------------·-·--------------··--- I 

T::1t2.. Cara Pe:::-1gisian Format SP2B: 
1. Diisi u::-aian i:::ama Dinas Pendidikan Provinsi clan Kabupater:./Kota; 
'.2. Djisi ts..nggal SP2B Dinas Pendidikan Provin:si dan Kabc:paten/Kota; 
3. Diisi nomor SP2B Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabup2.ten/Kota, 
4. Diisi narna D2..nas Pendidikan ProYinsi dan Kabupaten/kota; 
5. Diisi jumlah saldo aJ:hir pada SP2B Dina.s Pendid:ikan Provinsi dan 

Kabupa;::e:t:/Kota. bulan sebelunn:ya. K}1usus untuk ssld::i bul.an 
,J anuari Tahc:n Anggaran . , ........................ : 

6. Diisi jumlah nihil dalam rangka :;,engajuan SP2B Dinas Pe::1didiksn 
P:-ovinsi cian ~abupaten/Kota; 

7.. Diisi ju.1Tt.Jah belanja yang telah dibayar dari kas Dana BOS Dinas 
Pendidik2-n P~·ovinsi dan Kabupatsn/Kota; 

8. 1)ids1 j1::rnlah s,aldo akhir (saldo aw&.l + penerimaa.n ·- belanja); 
9. Diisi, pe:riode semester berkenaan; 
10 •)i·,;,,.;,::il·· · ·~ra :-..,.. lp k , ·. . .. ,.. ~l:s~ 1. c,. tU1:1 .r _,10 garan J"r enaan, 
11. DUsi dasar: penerbitan SP2B Dinas Pendid:ik2Ln Provinsi dan 

Kabupaten/~ot:a, antara 1aii;1: Ncmor Perda tentang .A.PBD / A.PED 
P·p,1•1 ·•·b,·i-1r•1·1 ··c·'an 1"Tom·r,r S"•r1'a '·a·r,crrrai DPA. ·-s··KP]1, r·)1'r•·~s nend1"diir,,:,-, 

-~• L,l ct.• a_ .;.._' . • ~ l. "1 'f• \,_,, ._ L • J•-}.:,5 r, . , . , •"•• . ..< .. ,\ ("""A,.'l, I ~\,/~ .. Cll.J:, 

P·,-l"'V1'"•3f c"ar K•·.,1.;up•::ii·,,r /Ko1-·:i_· ' ·. . . 
i •- J . f-:1..\ --'- •. &..l ___ ,.:..1..t..._ ........ l1..A.t~•- l _ ... c, 

12. Diisi cengan kode un:san, oi·ganisasj_ dan. · .. 1raian nam,a. pinas 
P•inclidik:::;.n P:-c)vipsi ci:?.n Kabupat::;.1_/Kota:. . - -

J.3. Diisi kodc prog1:am ·.::an keglatan ·Dinas Pencli.dikan Prnvinsi dan 
· · Va· bu• p· ,; c· ·er· 1 Ko i·a· · · · --~ •. c.,: . . - I ~ - - '·· . 
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Xx Xx 

I diisi kode kegiatan (dua chg~t) 
diisi kode program (dua cf.git} 

14. Diisijumlah ::1.ominal rupiah untu~ kode rekening penerimaan; 
15. Diisi jumlah ::1.ominal untuk seluruh penerimaan; 
16. Diisi kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja 3arang dan 

Jasa, Serta Belanja Modal); 
17. Diisi jumlah :::10:.ninal rupiah untu~ kode rekenihg belanja; 
18. Diisi Jumlah nominal rupiah untc.k seluruh belanja; 
19. Diisi lokasi instansi penerbit SP2B Dinas Pendidikan Previnsi dan 

Kabupaten/Kota dan tanggal penerbitan SP2B Dinas ?-1;:ndidikan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

20. Diisi nama K~pala Dinas Pendidik3.n Provinsi dan K::: .. bupaten/Kota; 
21. Diisi NIP Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupate::1.1Kota. 

b. FORMAT LAMPlRAN SP2B REKAPITULASI LAPORAN E.EALISASI 
; 

PENERIMAAN DA::J BELANJA DANA BOS SETIAP SEMESTER 

Nor::ior SP2B 
TanggalSP2B 
Semester 

. ' . . ................ ' .......... ' . ~ ...... . 

I 

· PENEPJMMN I BET.ANJA 7-··--7 
NO !':AMI, SALDO PENERIMAAN TOTAL : BELANJA' BE:LANJA BELA..."'-lJA I "'.'CTAL ·isALDO 

1

1 
C'I"".,. ..,. I I ! . I u1-n1~ ,::,EI,.OLAd A\~'AL I (Rp) ENERIMAA.N PEGAWAII BARANG ',MODAL iBEL~_i\JA AA ,, ·, 
I (Rp) (Rp) (Rp) jDA...~ JASA [Rp) (Rp) I (Rpl 
! --+---- ___ ; /Rp) 

--r-, 2 3 4 5c3'4 6 I 7 71=-~ I : ~~~~+8 l '°fg-
1--

1 

. • - I I . E · ---F----r--------C ___ _L ___ ~_ --'--_ ____,___ ~ ___ _L _ _,___ __ --'---_ ---

Tata Cara Pengisian Format Lam:r:i.ran SP2B, rekapitc.las1 laporan 
realisasi penerirnaan dan bela.nja Dana. BOS setiap seme.ster: 
1. Kolom 1, diis.t dengan nomor urut; 
2. Kolom 2,. d::.isi dengan sekolah; 
.3. Kolom 3, diis1 dengan jumlah rupiah saldo awal; 
4. Kolom 4, diisi dengan juml8.h rupiah penerimaa:Q. Dana BOS 

(~eguler+ Afi:::-masi + Kinerja); 
::-,, Kolorn 5, c:.iisi dengan jumlah rupiah total penerimaa-r. (5;2._Jdo awal. ;.;_ 

penerimaan); 

6. Kolom 6, diis: dengan jumlah rupiah belanja pegav1ai; 
7. Kolom 7, diis~ dengan jumlah rupic).h belanja ha.rang dc1-n jaSc..; 
8. Kolom 8, diis: dengan jun--1.lah rupiah belanja modal;· 
9. Kolom 9, dirn:i. dengan jurnlah rupiah total beianja (belanj2. :;:egawai + 

belanji:: .. ba.::·a1;:g dan ja.sa + belanja modal); dan 

10. !(olom 10, di~st dengan jumlah rupiah saldo akhir (total pc--:::-1erimaan 
- total bela:nja). 
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14. FORMAT SPB DA~-.JA BOS SATDIK NEG~RI 

~ 
L--------------- -----l 

Nomor S?2B Dinas Pendidikan: .... 01) 
Tanggal : .... 02) 
Kode Organisas:. : .... 03) 

! Telah disahkan belanja sejumlah : 

SURI\T PENGESAHAN 
BELANJA (SPB) Dinas 
Penddikan 
Nama BUD ......... J4) 
Tanggal ......... JS) 
Nomor ......... ·J6) 
Tahun Anggaran __ ._._ .. _ .. _. _ .. _D_7_) _--i 

! Belanja 

I 
Belanja Pegawai Rp .......... 9) 
Belanja Barang dan Jasa F.p ........ 10) 

l Belanja Modal Rp ........ 11) 
Saldo Akhir Rp ........ 12) 

. --------- -
....... , tanggal ........... 13) 
.................................. 14) 

.. ········ ......... ,. . . . . .. .. 5) 
I 
[ __________________ . NIP ...................... 16\ 

TE'.cta 1;=,ara Pengisian ?'ormat SPB: 
l. Diisi c.engan :10mor SP2B Dinas Pend:.dika_1 provinsi/kabupa:.e:1/kota; 
2. Diisi d.engan :anggal SP2B; 
3. Diisi dengan ~ode nrgarnsasi yang bersangku-:an; 
4. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; 
5. Diisi tanggal penerbitan Surat Pe:-i.gesahEn · Belanja (SPB: Dinas 

Pendic.ikan p:-oYinsi / kabupaten / kota; · · 
6 Diisi dengan nomor penerbitan SFB Dinas P-~r:didikan 

provinsi / kabupaten/ kota 
·'7. Diisi :!en.gat1 tah-..1r1 anggarar1 penerbitar1 SI.,B l)i11.2.s Per:.didikar1 

provinsi/kabupaten/kota; 
8. Diisi dengan jumlah saldo mval yang terc2-nturn dala:::n SPB Dinas 

Pendic.ikan prO\jnsi/ kabupaten/kota.;· 
9. Diisi dengan. j1~miah br:lanja pegawai yang ::er::::antum dalam SPB Dinas 

Pendidikan provinsi / kabu paten/ ko ta;. 
10. Diisi dengar: jumJah belan~a barang dan jasa yang tercantum dalam 

SPB Drnas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; 
11. Diisi, cienga.n jumlah belanja modal yang ;~ercantum dalam SPB Dinas 

Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; . 
12. Diisi ciengan jumlah saldo a.khh· yang tercantum dalarn. SPB Din.as 

P d ·ruk . . " .. ,, en. 1 '. ra:n pI'OVlllSl/ i:{ctOU'Jaten I KOta; 
13. Diisi c:,engar1 1;1arna' kota \emp~t dan tan:ggal penerbitEn SPB Dinas 

P;endidike1r~ provinsi / ka bu pRteµ / kota; 
14. D.iisi dengan nama Jabatan (BUD /K:u.::1.sa BUD) 

p:rov.1.nsi O::a':Jupaten/ kota; . . . 
15. Diisi (fongan.n?,ma BU.D/Kua'.sa BUD p1:·o·iinsi/kabupater:/kota; dan 
16. Diisi d•~nga!) NIP BUD/i:t;:uasa BUD pr0Yi~1s1/kabupaten/kota. 
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15. FORMAT BERITA ACA;;J,. REKONSILIASI DANA BOS SATDIK NEGERI 

BERITA ACARA REKONSILIASI 
SALDO DANA BOS SEMESTER .......... 1) 

TAHUN ANGGA.RAN ..... 2) 
SKPD : ..................... 3) 
Kab/Kota: ................... 4) 
Provinsi : .................... 5) 

Pada hari ini ............. tangg2l ........ bulan ....... tahun ......... 6) telah dilaksanakan. Rekonsiliasi 
atas saldo a,11,-al dan saldo akhir Dana BOS ur:tuk semseter ... 1) tahun .... 2), dengan 
uraian sebagai berikt:ct: 

I
I SALDO AWAL DANA B-0S TA.HUN .... 

1 . Saldo Rekening 3ank Rp ............. . 
I 2. Saldo Kas Tunai Rp ............ .. f CATATAN 

Jumlah Sal do Dana BOS Rp ............. . 
MUT.ASI DANA BOS SEMESTER.... TAHUN ... . 

A. Mutasi Penambahan Rp .............. . 
l Alokasi Dana BOS REGULERRp .............. . 
2. Alokasi Dana BOS AFIRMASI* Rp ............. .. 
3, Alokasi Dana BOS KINERJA** Rp ............. .. 
4 I-3unga Banl:-/Jasa Giro Rp ............. . . 
5. Potongan den Pungutan Pajak Rp.- ............. . 
Jumlah Mutasi ?enambahan ~p. :, ....... .. 

B. Mutasi Pengurangan Rp .............. . 
l Belanja Pegawc:j Rp .............. . 

a. BOS REGC~ER Rp ............ .. 
2. Belanja Barang da:::i ,Jas2: Rp ........... .. 

a. BOS REGULER Rp ...... ,. .... . 
b. BOS AFTRJV'.tA.SI* Rp ............. . 
c. BOS IGt.;'ERJN* Rp ............ . 

. 3. Bela:ija Mod.cl Rp .............. . 
a. BOS REG"JLER Rp ............. . 
b. BOS AFIRTv1ASI" Rp ............. . 
c. BOS KINERJA** Rp ............. . 

i 4. Seto,E.n Paji::.k Rp ............ :.: 
I . . r J'!.,mlah IA-.1tas1 Pengu:-ang~a_n _____ R__."P~·_ .. __ ._ .. _ .• _ .. _._ .. ___ _ 
, SAL:JO AKHP DANA BOS SEMESTER ..... 1) TAHUN ..... '.2) 

r --· Saldo Reken,ing B·ank ( .......... ) Rp ............. . 
I 2. Saldo Ka~ Tunai ( ......... ) 
l Juntah ''3ako Akhir 

Rp., .. : ......... . 
___ I~~P· :· ......... _. ----

1 Rir...ci2;:::1. masi::,g-masing Satdik terlampir yang merupakan bagian ridak terpisahka:, da.ri 
I beri-::a acarn. i:ii · · ·----·-------·--------! PETUGAS REKCl\ . ---------·-P·A--R-A_F_ 

------:i:'. K~1ii;a I-1_U_I_) ---+--1-. ---~-------------y-----
.2. PPK·SKYD 2. I 

3. Bendahar2. 
I 3. I 

Pengeluarar: I 
SKPD ~- ____ ! 

l--- MEl\YETL,JUL_ _ - __________ PARAF ______ _j 
:i. Kepala SKP.C- : . / 

---·--; :___J3-_~ D -----____ ___,_L_ ---------------------------_______ L __________________ ---------
Tate:. C2:ra Pengisian: 
:1. Di:si dengan semester be:rke1iaan; 
2. Di:si dengan rnbu:-1 ctD.ggaran berkenaar.; 
3. Di:si dengan i1.ama SKPD yang membidangi fungsi pendidikan; 
4. Di:si (lengan nam3. kabupaten/kota; 
5. ui,si dengan na.ma provio;si; 
6. fJi:sT der..gao i:anggal, i::mk_n da;J. ta.hun; 
* Di:s.i fa·nga:1 Dana. .3()8 Afi::-r::iasi. yang diterima Satdik; 
*'' Diisi dengen Dan,, BOS Kii.1':':rja _yang ci.itedma Satdik; 



LA:lv1PIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI 

L__'.:,ald_o Awa.] ---- . -- ______ rP~nambahan-_ ______ T ___ _l ·---- -i--· . ----, Pen Ura[!gan ____ , ___ . 
\ 1 Alokasi ,Alokasi , Ak,hr1,-,i l Runga Potongan ! _Rel?.nja 1, _ - . ~ __ 

0 
• , ,1, • 

' 1_ n . l'.:)< >"' 1 - '( v,
1 1) .. l'()'' IJ 1 11 - , 11 Be,01110. B~,m.u,,, don Jusa I3c.anJa Modal 

l ~ 1 <~1flt!~t :'J_c.d.'"'}@na"l::;,S""'~ ,~:;n1ra~.~.~ (~ant:.,~t:u;n! <tnn L-.-!:.8E:'!~~~·-. · .. ......----•""•' .. -, __ ,, __ ·--
IBankiTunai .REGULER AFlR~.-1.i;::;rJ. iGNERJA-'* Giro I Pungutan 1 · BO::; BOS I BOS [ BOS BOS ] BOS BOS I I 11) i (2! i (J) I ;4) 10) I lb) I ('!) I B(t}k ,Rs(;~,LERt7,~rtFlfi';fSi'INi;t" RE<;•;;i-ERI AF1f,~f8I' K!Nfi1;t' 

--.-1-· Namn 
T~o ~r=:!-:0l?h 

~---

Setoran 
Pajak 
(16) 

Saldo Akhir 
Do.nk Tuno.i 

l!_L_ (18 

I •• f ,._____ 1· -----t---·--t-·--·--· ·- -----·; ·-····-c------r----·.l----~------
~- - -- - . - - t--~ .. ,. -----+-----·· ----- ----j---·------+- -----1----

-t- - -------L __ t ___ ! - ________ L __ ------r---------t-_-----· ~ 
---. I 

-~=------·--t -L __ J_ _ _L___L_~ 

------•-'--·-

t-----+--

Tata Cara Pengisian: 
l. Diisi dcr,gan nama sckolah; 
0 
,:..,, 

3; 
4. 
5. 
6. 
'/. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
• r~ ,l-..,, 

1-il-·.· 
; ,.. 
10. 

16. 
17 

/-., 

10 ~O, 

Diisi dengan sald0 awal di Bank; 

Di.isi dengan sald1) c1wal t.J.ncti; 

Dii.si dengan alokasi dana BOS Reguler; 

.,. Diisi dengan Aickasi Dana BOS Afirmasi; 

H Diisi:dengan Aloka;:;i Dana BOS KinerjSt; 

Diisi dengcc:n bunga b9.n.k/ jasa giro; 

Uiisi dengan Potongan dan pungutan pajak; 

Di.isi dengar1 helanja pegawai yang berasal darJ BOS Reguler; 

Diisi dengan helanja banmg dc:.n jasa yang berasal dari BOS N.eguler; 

Diisi dcngan- beianja 1.Jarang dan jasa, _yang berasal dari BOS Afinnasi: 

Diisi dengan bclanja bararig :dan jasa yang berasal dari BOS Kineqa; 

D1isi,dengan belanja modal yang bcrnsal dari BOS Reguler: 

· D1isi dengan belanjet modal yang berasal dari BOS Afirmasi; 

Di.isi denga11 bcla.rij;-=t modal yang berasal dari BOS Kinerja; 

Diisi dengan sctonm pajak; 

:J1isi dengnn sr!ldo akh.ir yang ada di Bank; 

Diioi dcr;,gnn G'G.ldti D.khir tunn.i. 



16. FORMAT RKAS SATDIK SWASTA 

Nama Sekolah 
Desa/Kel0.1rahan 
Kecamatc.n 
Provinsi 
Sum·aer Dana 

PRCGRAM 
KEC-IATAK URAIAN 

SNP 

1 r, 
L, 

Hibah Dana BOS 

RINCIAN PERHITUNGAN 

HARGA VOLUME SATUAJ\ 
SATUAN 

3 4 5 

Menyetujui, 

JUMLAH TAHAP 
BOS 

REGULER*) 
(Rp) I II III 

6 7 8 9 

Men.ge-::ahu:, 

Korr::te Seknlah Kepala Satd:..k ............ , Bendahar2. Dana BOS, 

NIP . .. ......... . ................. . NIP ..... ... ....... ......... . 

Tata ':ara Pengisian Format RKAS: 
1. Kolom 1, -.:liisi der:.gan kode program kegiatan Standar Nasional Pendidikan (SNP); 
2. Kolom 2, -.:liisi uraia,_, berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja 

modal; 
3. Kolom 3, diisi dengan volume (jumlah dap2.t berupa jumhh orang/pegawai rum barang 

saman); 
4. Kolom 4, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukl;_ran luas, 

ukuran isi dan sebagainya); 
5. Kolom 5, diisi dengan harga satuan y2.ng mengacu kepada ketentuan peraturan 

pe:rundang-undangan berupa tarif, harga, dan sebagainya; 
6. Kolom 6, -.:liisi dengan jumlah rencana belar:.ja BOS Reguler (volume kali harga satuan); 
7. Kolom 7, '.3, dan 9 diisijumlah rencana pengeluaran pada tiap tahap. 
*) BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari da:-ia alokasi 
khusus nonfisik. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
-~~~!l.ila Biro Hukum 

ad SH, MAP 
s a Muda iIV/c) 

-'.8 199603 1001 

MENTER! DALAM NEGERI 

REPUB::..,IK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 


